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Puii syukur kami paniatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa

yangielah memberikan Rahmat dan Hidayah"Nya kepeda kita sekalian,

sehingga dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pengadilan linggi Bengkulu Tahun 2020 tepat waktu. Ucapan te.ima
kasih kami sampaikan kepada semua pihalt terutama keFda Tim
Penyusun sehingga Lapordn (egiatan ini dapat rampung sesuai dengan

waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kegiatan Pengad;lan Tinggi Bengkulu Tahun 2020 :ni

merupakan laporan yang memuat perkembangan dan pencapaiah

kine.ja yan8 telah dicapai oleh Pengadilan Iinggi Bengkulu dan
Pengadilan NeSeriS€wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam
satu tahun terakhir, yakni selama tahun 2020. Laporan Tahunan ini

merupakan salah satu bentuk penyajian intormasi sekaligus pelaksanaan pertanggungiawaban

Pengadilan Tinggi Bengkulu kepada publik atas pelaksanaan Tugas Pokokdan Fungsipengadilan Tinggi

sebagai pelaksana kekuasaan kehakimen pade tingkat bandinS. Se,ain itu juga memenuhi surat dari
Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1930 V/SEK/O1.01.2/1V2O2O tanggal 27

November 2020 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan XegiatanTahun 2020.

Prestasi ya ng tela h dicapaioleh Pengadilan TinggiBengkulu bukansaja sangat membanggakan,
namunjuga meniadi cambuk agar dapat terus meningkatkan pelayanan publik dan kinerjanya di masa
yang akan datang, sesuai dengan motto Pengadilen Tinggi Eengkulu : .CERDAS,,, yakni: Cermat
Enyahkan KKN, Responsif, Disiplin, Adildan Sejahtera.

Demikianlah LaporanTahunan ini kamisajikan, untuk dapat memberikan gambaran umum dan
sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Pengadilan linggi Bengkulu sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Kami menyadari, dalam
pelaksanaan tugas-tugas tersebut masih b3nyak kekurangan dah ketidalsempurnaan yang kami
lakukan- Untuk itu, kami mengharapkan kritik dan sdran yang membangun dari semua kalangan demi
terciptanya pelayanan publik yang prima di pengadilan Tinggi Bengkulu.

Kami berharap, semoga laporan tahunan ini dapat bermanfaat dalam mewujudkan
manajemen p€radilan yang efektii transparan, akuntabel dan berodentasi kepada keberhasilan
penegakan hukum d; lndonesia, khususnya diwilayah Bengkulu. Terima kasih.

Pen8adilan Tinggj Bengkral

.$ DR. MOHIEI(A KARTUA EM, S.H,. M.uum.
.t... 

_. , NrP.195811101984031005

Benekulu,2l Januari 2021
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BAB I
PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Sebagai salah satu Lembaga Negara yang melaksanakan pilot project reformasi birokrasi sejak

tahun 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menyusun program dan kebijakan serta

mengimplementasikan secara terus menerus. Kebijakan ini sebagaimana tertuang dalam dokumen

Perencanaan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia, yang dinamakan Cetak Biru (Blue Print)

Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035 yang merupakan penyempurnaan dari Cetak Biru yang

diterbitkan tahun 2003, guna lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan

badan peradilan secara utuh. Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya,

termasuk Pengadilan Tinggi Yogyakarta serta Pengadilan Negeri di bawahnya senantiasa berupaya

membangun citra positif peradilan melalui berbagai kebijakan pembaruan untuk mewujudkan

Pengadilan Yang Agung (Court of Excellence).

Pengadilan sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang merupakan ujung tombak

dalam menegakan hukum dan keadilan serta menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan

masyarakat, senantiasa dituntut untuk memberikan pelayananan prima sesuai dengan prinsip-prinsip

peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 4 ayat (2)

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman di

lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama dan

Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat banding

Mahkamah Agung RI merupakan Pengadilan Negara tertinggi dari empat lingkungan Badan

Peradilan yang berada dibawahnya yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha

Negara dan Peradilan Militer yang sesuai dengan Pasal 20 ayat 2, Pasal 22 angka 1, Pasal 24 angka 1

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan sesuai Pasal 28 angka 1, Pasal

31 dan 33 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mempunyai wewenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji

perundang-undangan dibawah Undang-Undang, memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat

masalah hukum kepada Lembaga Negara dan Pemerintah, mengadili perkara peninjauan kembali,

memutus sengketa tentang wewenang mengadili dan untuk dapat menyelenggarakan kekuasaan dan

kewenangan tersebut banyak melibatkan tugas dari pada peran pada peradilan tingkat banding dan
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peradilan tingkat pertama, sehingga sesuai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman bahwa organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan di bawahnya berada di bawah Mahkamah Agung, Mahkamah Agung berwenang melakukan

pengawasan tertinggi terhadap empat Badan Peradilan dibawahnya, serta sesuai Pasal 32 Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan tentang hal yang terkait teknis peradilan dari empat

Badan Peradilan dibawahnya dan menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran dan martabat serta

perilaku Hakim sehingga pengawasan Mahkamah Agung RI meliputi pelaksanaan tugas yudikatif,

administrasi keuangan, dan berwenang memberi petunjuk, teguran, peringatan kepada semua

lingkungan peradilan dibawahnya.

Dalam menegakkan hukum dan keadilan tersebut dalam cetak biru telah menetapkan visi untuk

mewujudkan Peradilan Indonesia yang Agung dengan empat Visi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Dalam rangka merealisasi program tersebut Mahkamah Agung RI telah membuat kebijakan

dengan mengeluarkan bentuk-bentuk peraturan Mahkamah Agung RI yaitu Peraturan Mahkamah Agung

(PERMA), Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

dan berbagai peraturan pelaksanaan yang lain dengan mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris

Mahkamah Agung maupun Peraturan Direktur Jendral Badilum, Surat Keputusan Direktur Jendral

Badilum dan Surat Edaran Direktur Jendral Badilum yang semuanya demi terwujudnya arah, sasaran dan

tujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Tinggi Bengkulu mempunyai tugas pokok untuk memeriksa, memutus dan mengadili

perkara perdata, perkara pidana, perkara pidana anak dan perkara tipikor di tingkat banding serta

mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di

daerah hukumnya. Selain tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Bengkulu mempunyai fungsi sebagai

kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan di wilayah hukumnya,

melakukan pembinaan dan konsultasi terhadap penyelenggaraan peradilan di wilayah hukumnya,

menyusun laporan hasil pengawasan, menyusun laporan perkara, menyusun statistik perkara serta

mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik dari semua Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya.

Tugas pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut

menyangkut  penyelesaian perkara oleh Hakim, Panitera dan Juru Sita dalam administrasi perkara dan

pelaksanaan administrasi umum dan keuangan oleh Sekretaris di tingkat Pengadilan Negeri, dimana
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pengawasan dan pembinaan rutin terhadap jalannya peradilan negeri tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi

Bengkulu dengan menunjuk Hakim Tinggi Pengawas Daerah serta yang akhir-akhir ini dengan

dilaksanakan program akreditasi terhadap Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sehingga Pengadilan

Tinggi Bengkulu sangat diharapkan perannya dalam melakukan pengawasan dan pembinaan atas

jalannya peradilan dilingkungan peradilan umum di wilayah Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk dapat

menegakkan hukum dan keadilan yang menjadi visinya badan peradilan untuk mewujudkan Peradilan

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di Bengkulu yang Agung.

Sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi Bengkulu berusaha

keras untuk meningkatkan produktifitas kinerjanya dengan hasil dapat memenuhi rasa keadilan

masyarakat sehingga pelayanan yang prima sebagai sasaran strategisnya harus ditingkatkan untuk

mencapai Visi agar terwujudnya Pengadilan Tinggi Bengkulu yang Agung.

Demi terwujudnya peradilan yang unggul (excellent) tentu diperlukan tata kelola menejemen

yang menyangkut organisasi perundang-undangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana,

pengawasan dan seterusnya sehingga asas peradilan yang cepat sederhana dengan biaya ringan dapat

tercapai.

Pengadilan Tinggi Bengkulu menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang berisi dari

Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri Sewilayah Bengkulu Tahun 2020 sebagai bentuk

transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat terutama bagi stakeholder yang telah memberikan

perhatian kepada Pengadilan Tinggi Bengkulu. Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini merupakan bahan

evaluasi terhadap pelaksanaan wewenang dan tugas Pengadilan Tinggi Bengkulu serta sebagai bahan

refleksi bagi kinerja seluruh komponen Pengadilan Tinggi Bengkulu yang terlibat dalam pemberian

dukungan teknis dan administrasi. Selain itu Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini sebagai bekal untuk

memproyeksikan perencanaan pada tahun-tahun berikutnya demi terwujudnya visi dan misi Pengadilan

Tinggi Bengkulu.

B. VISI, MISI, KEBIJAKAN MUTU, BUDAYA KERJA DAN MOTTO

Visi Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah mengacu kepada Visi Mahkamah Agung RI, yakni :

”TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI BENGKULU YANG AGUNG”

1. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar

tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Bengkulu mengacu kepada Misi Mahkamah Agung RI, yakni sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Bengkulu;

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Bengkulu;
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4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Bengkulu.

2. KEBIJAKAN MUTU PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Untuk mewujudkan cetak biru Mahkamah Agung RI tersebut, Pengadilan Tinggi Bengkulu

berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan

berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas Pelayanan Hukum dengan

mengutamakan nilai-nilai Kemandirian, Integritas, Kejujuran, Akuntabilitas, Responsibilitas,

Keterbukaan, Profesionalisme, Perlakuan yang Sama kepada Semua Pencari Keadilan, serta Menjaga

Kewibawaan dan Kehormatan Institusi melalui :

 Penerapan Sistem Manajemen Mutu Berkelanjutan;

 Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia;

 Penyelesaian Perkara Dengan Cepat, Tepat Waktu, Dan Biaya Ringan;

 Pemberian Informasi Kepada Pencari Keadilan;

3. BUDAYA KERJA

Nilai-nilai budaya kerja yang dianut dan mendasari setiap langkah dalam penyelesaian tugas di

Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

IndonesiaNomor : 026/KMA/SK/II/2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN PERADILAN, dimana

segenap aparatur pengadilan dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku:

1. Adil dan tidak diskriminatif;

2. Cermat;

3. Santun dan ramah;

4. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;

5. Profesional;

6. Tidak mempersulit;

7. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;

8. Menjunjung tinggi nilai -nilai akuntabilitas dan integritas institusi Pengadilan Tinggi Bengkulu;

9. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan

peradilan dan perundang-undangan yang berlaku;

10. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;

11. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;

12. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan

informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;

13. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;

14. Sesuai dengan kepantasan; dan

15. Tidak menyimpang dari prosedur.
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4. MOTTO

Motto Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah “CERDAS”, Cermat, Enyahkan KKN, Responsif, Disiplin, Adil

dan Sejahtera.

C. WILAYAH YURIDIKSI

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu meliputi:

NO NAMA PENGADILAN LOKASI
DAERAH HUKUM /

WILAYAH KERJA
KELAS

1. PENGADILAN NEGERI BENGKULU Bengkulu Kota Bengkulu Kelas 1A

2. PENGADILAN NEGERI CURUP Curup Kabupaten Rejang Lebong Kelas 1B

3. PENGADILAN NEGERI MANNA Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Kelas II
4. PENGADILAN NEGERI ARGAMAKMUR Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara

Kabupaten Bengkulu Tengah
Kelas II

5. PENGADILAN NEGERI BINTUHAN Bintuhan Kabupaten Kaur Kelas II

6. PENGADILAN NEGERI TAIS Tais Kabupaten Seluma Kelas II

7. PENGADILAN NEGERI TUBEI Tubei Kabupaten Lebong Kelas II

8. PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG Kepahiang Kabupaten Kepahiang Kelas II

9. PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO Mukomuko Kabupaten Mukomuko Kelas II

PETA WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI
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D. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditentukan, diperlukan suatu Perencanaan Strategis yang

baik yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh unsur yang ada di Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Rencana Strategis ini dibuat berdasarkan kondisi nyata yang dihadapi oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu

dalam 5 Tahun kedepan. Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yakni

periode 2020-2024 yang tiap tahunnya dilakukan reviu untuk dilakukan perbaikan. Fokus utama

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan

Tugas dan Fungsi yang diemban oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai pelaksana kekuasaan

kehakiman yakni menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya

dengan baik. Sehingga Pengadilan Tinggi Bengkulu dapat memberikan kontribusi positif dalam

mendukung tercapainya Visi Mahkamah Agung RI, yakni terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang

Agung.

Perencanaan Strategis dimulai dengan tujuan strategis yang hendak dicapai. Adapun Tujuan Strategis

Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan

atas Pelayanan Hukum di Pengadilan Tinggi Bengkulu. Pelayanan hukum yang baik kepada masyarakat

pencari keadilan dapat diberikan dengan proses beracara yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut juga tidak terlepas dari Cetak Biru (Blue Print)

Mahkamah Agung 2010-2035 dan Hasil Rakernas Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu, diharapkan

agar antara Rencana Strategis terdapat keselarasan dan keserasian dengan program-program

pembangunan di bidang hukum.

Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024,

sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebagai berikut

1. Meningkatnya penyelesaian perkara

2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

6. Meningkatnya kualitas pengawasan.
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BAB II

A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM
Keadaan perkara Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri Sewilayah Bengkulu Tahun

2020 adalah sebagai berikut :

No Pengadilan/Perkara
Sisa

Tahun
2019

Masuk
Tahun
2020

Jumlah
Perkara
Tahun
2020

Putus
Tahun 2020

Minutasi
Tahun
2020

Belum Minutasi Sisa Tahun
2020

< 14 Hr >14 Hr

1. Pengadilan Tinggi Bengkulu

Perdata Gugatan 3 32 35 30 30 - - 5

Pidana Biasa 10 102 112 93 93 - - 19

Pidana Anak - 10 10 10 10 - - -

Tindak Pidana Korupsi 3 7 10 10 10 - - -

No Pengadilan/Perkara
Sisa

Tahun
2019

Masuk
Tahun
2020

Jumlah
Perkara
Tahun
2020

Putus
Tahun 2020

Minutasi
Tahun
2020

Belum Minutasi Sisa Tahun
2020

< 14 Hr >14 Hr

2. Pengadilan Negeri Bengkulu
Perdata Gugatan 21 67 88 55 55 0 0 31
Perdata Permohonan 2 142 144 142 142 0 0 2
Gugatan Sederhana - 33 33 33 33 0 0 0
Perdata Khusus PHI 5 13 18 15 15 0 0 2
Pidana Biasa 51 577 628 563 563 0 0 65
Pidana Singkat - 3 3 3 3 0 0 0
Pidana Cepat - 22 22 22 22 0 0 0
Pidana Lalu Lintas - 13391 13391 13391 13391 0 0 0
Tindak Pidana Korupsi 6 36 42 30 30 0 0 12
Pidana Anak 2 52 53 53 53 0 0 1
Pidana Praperadilan 0 5 5 5 5 0 0 0

No Pengadilan/Perkara
Sisa

Tahun
2019

Masuk
Tahun
2020

Jumlah
Perkara
Tahun
2020

Putus
Tahun 2020

Minutasi
Tahun
2020

Belum Minutasi Sisa Tahun
2020

< 14 Hr >14 Hr

3. Pengadilan Negeri Curup
Pidana Biasa 12 174 186 166 166 - - 20
Pidana Anak - 14 14 14 14 - - -
Pidana Cepat - 1 1 1 1 - - -
Perkara lalulintas /Tilang - 3857 3857 3857 3857 - - -
Pra Peradilan - 2 2 2 2 - - -
Perdata Gugatan 2 9 11 6 6 - - 5
Perdata Permohonan 1 63 64 64 64 - - -
Perdata Gugatan Sederhana - 10 10 9 9 - - 1
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No Pengadilan/Perkara
Sisa

Tahun
2019

Masuk
Tahun
2020

Jumlah
Perkara
Tahun
2020

Putus
Tahun 2020

Minutasi
Tahun
2020

Belum Minutasi Sisa Tahun
2020

< 14 Hr >14 Hr

4. Pengadilan Negeri Manna - -
Pidana Biasa 14 138 152 139 139 - - 13
Pidana Anak - 27 27 27 27 - - -
Perkara lalulintas /Tilang - 1608 1608 1608 1608 - - -
Perdata Gugatan 4 13 17 13 13 - - 4
Perdata Gugatan Sederhana - 6 6 6 6 - - -
Perdata Permohonan - 32 32 32 32 - - -

No Pengadilan/Perkara
Sisa

Tahun
2019

Masuk
Tahun
2020

Jumlah
Perkara
Tahun
2020

Putus
Tahun 2020

Minutasi
Tahun
2020

Belum Minutasi Sisa Tahun
2020

< 14 Hr >14 Hr
5. Pengadilan Negeri Argamakmur

Pidana Biasa 46 172 218 199 199 - - 19
Pidana Anak - 26 26 25 25 - - 1
Perkara lalulintas /Tilang - 1415 1415 1415 1415 - - -
Pidana
Ringan/Cepat/Singkat

- 9 9 9 9 - - -

Pra Peradilan - 1 1 1 1 - - -
Perdata Gugatan 9 18 27 15 15 - - 12
Perdata Gugatan Sederhana - 5 5 3 2 - - 2
Perdata Permohonan - 16 16 16 16 - - -

No Pengadilan/Perkara
Sisa

Tahun
2019

Masuk
Tahun
2020

Jumlah
Perkara
Tahun
2020

Putus
Tahun 2020

Minutasi
Tahun
2020

Belum Minutasi Sisa Tahun
2020

< 14 Hr >14 Hr
6. Pengadilan Negeri Bintuhan

Pidana Biasa 2 94 96 93 93 - - 3
Pidana Singkat - 2 2 2 2 - - -
Pidana Anak - 24 24 24 24 - - -
Pidana Cepat/Ringan - 4 4 4 4 - - -
Praperadilan - 2 2 1 1 - - 1
Pidana Lalu Lintas - 483 483 483 483 - - -
Perdata Permohonan - 89 89 89 89 - - -
Perdata Gugatan 1 5 6 5 5 - - 1
Perdata Gugatan Sederhana - 2 2 2 2 - - -

No Pengadilan/Perkara
Sisa

Tahun
2019

Masuk
Tahun
2020

Jumlah
Perkara
Tahun
2020

Putus
Tahun 2020

Minutasi
Tahun
2020

Belum Minutasi Sisa Tahun
2020

< 14 Hr >14 Hr
7. Pengadilan Negeri Tais

Pidana Biasa 15 92 107 102 102 - - 5
Pidana Cepat
Ringan/Cepat/Singkat - 3 3 3 3 - - -

Pidana Anak - 10 10 10 10 - - -
Praperadilan - 1 1 1 1 - - -
Pidana Lalu Lintas - 1022 1022 1022 1022 - - -
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Gugatan - 8 8 5 5 - - 3
Permohonan - 18 18 18 18 - - -
Gugatan Sederhana - 6 6 6 6 - - -

No Pengadilan/Perkara
Sisa

Tahun
2019

Masuk
Tahun
2020

Jumlah
Perkara
Tahun
2020

Putus
Tahun 2020

Minutasi
Tahun
2020

Belum Minutasi Sisa Tahun
2020

< 14 Hr >14 Hr
8. Pengadilan Negeri Kepahiang

Pidana Biasa 30 114 144 129 129 - - 15
Pidana Anak - 14 14 13 12 1 - 1
Perkara lalulintas /Tilang - 862 862 862 862 - - -
Tindak Pidana Ringan - 1 1 1 1 - - -
Pra Peradilan - - - - - - - -
Perdata Gugatan 1 6 7 2 2 - - 5
Perdata Permohonan 1 23 24 24 24 - - -
Pidana Biasa 30 114 144 129 129 - - 15

No Pengadilan/Perkara
Sisa

Tahun
2019

Masuk
Tahun
2020

Jumlah
Perkara
Tahun
2020

Putus
Tahun 2020

Minutasi
Tahun
2020

Belum Minutasi Sisa Tahun
2020

< 14 Hr >14 Hr
9. Pengadilan Negeri Tubei

Pidana Umum 7 74 81 77 77 - - 4
Pidana Anak - 13 13 12 12 - - 1
Lalu Lintas - 629 629 629 629 - - -
Gugatan - 5 5 4 4 - - 1
Permohonan - 20 20 20 20 - - -
Gugatan Sederhana - - - - - - - -

No Pengadilan/Perkara
Sisa

Tahun
2019

Masuk
Tahun
2020

Jumlah
Perkara
Tahun
2020

Putus
Tahun 2020

Minutasi
Tahun
2020

Belum Minutasi Sisa Tahun
2020

< 14 Hr >14 Hr
10. Pengadilan Negeri Mukomuko

Pidana Biasa 4 74 78 78 78 - - -
Pidana Anak 0 1 1 1 1 - - -
Perkara lalulintas /Tilang 0 842 842 842 842 - - -
Tindak Pidana Ringan 0 3 3 3 3 - - -
Pra Peradilan 0 1 1 - - - - -
Perdata Gugatan 0 13 13 5 7 - - 6
Perdata Permohonan 0 72 72 72 72 - - 0
Perdata Gugatan Sederhana 0 17 17 17 17 - - 0

B. PENYELESAIAN PERKARA
Kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  untuk

menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan  (Pasal  24  ayat  1 Undang-

Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV), kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah

Agung RI, Badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung (Peradilan Umum, Peradilan

Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat
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2 Undang-Undang Dasar 1945). Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan

kepada badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan

Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa

dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya).

JUMLAH SISA PERKARA TAHUN 2019 YANG DIPUTUS TAHUN 2020

No Pengadilan/Perkara Sisa Perkara Tahun 2019
Sisa Perkara tahun 2019
yang diselesaikan tahun

2020
Persentase ( %)

1. Pengadilan Tinggi Bengkulu

Perdata Gugatan 3 3 100%

Pidana Biasa 10 10 100%

Pidana Anak - - -

Tindak Pidana Korupsi 3 3 100%

No Pengadilan/Perkara Sisa Perkara Tahun 2019
Sisa Perkara tahun 2019
yang diselesaikan tahun

2020
Persentase ( %)

1. Pengadilan Negeri Bengkulu
Perdata Gugatan 21 21 100%
Perdata Permohonan 2 2 100%
Gugatan Sederhana - - -
Perdata Khusus PHI 5 5 100%
Pidana Biasa 51 51 100%
Pidana Singkat - - -
Pidana Cepat - - -
Pidana Lalu Lintas - - -
Tindak Pidana Korupsi 6 6 100%
Pidana Anak 2 2 100%
Pidana Praperadilan - - -
Perdata Gugatan 21 21 100%

No Pengadilan/Perkara Sisa Perkara Tahun 2019
Sisa Perkara tahun 2019
yang diselesaikan tahun

2020
Persentase ( %)

3. Pengadilan Negeri Curup
Pidana Biasa 12 12 100%
Pidana Anak - - -
Perdata Gugatan 2 2 100%
Perdata Permohonan 1 1 100%

No Pengadilan/Perkara Sisa Perkara Tahun 2019
Sisa Perkara tahun 2019
yang diselesaikan tahun

2020
Persentase ( %)

4. Pengadilan Negeri Manna
Pidana Biasa 14 14 100%
Pidana Anak - - -
Perdata Gugatan 4 4 100%
Perdata Gugatan Sederhana - - -
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Perdata Permohonan - - -

No Pengadilan/Perkara Sisa Perkara Tahun 2019
Sisa Perkara tahun 2019
yang diselesaikan tahun

2020
Persentase ( %)

5. Pengadilan Negeri Argamakmur
Pidana Biasa 46 46 100
Pidana Anak - - -
Pidana Khusus/Tipikor - - -
Perdata Gugatan 9 9 100
Perdata Gugatan Sederhana - - -
Perdata Permohonan - - -

No Pengadilan/Perkara Sisa Perkara Tahun 2019
Sisa Perkara tahun 2019
yang diselesaikan tahun

2020
Persentase ( %)

6. Pengadilan Negeri Bintuhan
Pidana 2 2 100%
Pidana Anak - - -
Pidana Cepat/Ringan - - -
Pidana Lalu Lintas - - -
Perdata Permohonan - - -
Perdata Gugatan 1 1 100%
Perdata Gugatan Sederhana - - -

No Pengadilan/Perkara Sisa Perkara Tahun 2019
Sisa Perkara tahun 2019
yang diselesaikan tahun

2020
Persentase ( %)

7. Pengadilan Negeri Tais
Pidana Biasa 15 15 100%
Pidana Anak - - -
Gugatan - - -
Permohonan - - -
Gugatan Sederhana - - -

No Pengadilan/Perkara Sisa Perkara Tahun 2019
Sisa Perkara tahun 2019
yang diselesaikan tahun

2020
Persentase ( %)

8. Pengadilan Negeri Kepahiang
Pidana Biasa 30 30 100%
Pidana Anak - - -
Perdata Gugatan 1 1 100%
Perdata Permohonan 1 1 100%

No Pengadilan/Perkara Sisa Perkara Tahun 2019
Sisa Perkara tahun 2019
yang diselesaikan tahun

2020
Persentase ( %)

9. Pengadilan Negeri Tubei
Pidana Umum 7 7 100%
Pidana Anak - - -
Lalu Lintas - - -
Gugatan - - -
Permohonan - - -
Gugatan Sederhana - - 0%
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No Pengadilan/Perkara Sisa Perkara Tahun 2019
Sisa Perkara tahun 2019
yang diselesaikan tahun

2020
Persentase ( %)

10. Pengadilan Negeri Mukomuko
Pidana Biasa 4 4 100%
Pidana Khusus (Anak) - - -
Perdata Gugatan - - -
Perdata Permohonan - - -
Perdata Gugatan Sederhana - - -

JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU (MAKSIMAL 5 BULAN)

No Pengadilan/Perkara Sisa Perkara
Tahun 2019

Perkara
Masuk
Tahun
2020

Dicabut

Jumlah
Perkara

Yang
ditangani

Jumlah
Perkara

yang
diselesaikan
tepat waktu

Keterangan
(%)

1. Pengadilan Tinggi Bengkulu

Perdata Gugatan 3 32 - 35 27 100%

Pidana Biasa 10 102 - 112 93 100%

Pidana Anak - 10 1 10 10 100%

Tindak Pidana Korupsi 3 7 - 10 10 100%

No Pengadilan/Perkara Sisa Perkara
Tahun 2019

Perkara
Masuk
Tahun
2020

Dicabut

Jumlah
Perkara

Yang
ditangani

Jumlah
Perkara

yang
diselesaikan
tepat waktu

Keterangan
(%)

2. Pengadilan Negeri Bengkulu
Perdata Gugatan 21 67 4 88 55 62,5%
Perdata Permohonan 2 142 - 144 142 98,62%
Gugatan Sederhana - 33 - 33 33 100%
Perdata Khusus PHI 5 13 - 18 15 83,3%
Pidana Biasa 51 577 - 628 563 89%
Pidana Singkat - 3 - 3 3 100%
Pidana Cepat - 22 - 22 22 100%
Pidana Lalu Lintas - 13391 - 13391 13391 100%
Tindak Pidana Korupsi 6 36 - 42 30 71,4%
Pidana Anak 2 52 - 53 53 100%
Pidana Praperadilan - 5 - 5 5 100%

No Pengadilan/Perkara Sisa Perkara
Tahun 2019

Perkara
Masuk
Tahun
2020

Dicabut

Jumlah
Perkara

Yang
ditangani

Jumlah
Perkara

yang
diselesaikan
tepat waktu

Keterangan
(%)

3. Pengadilan Negeri Curup
Pidana Biasa 12 117 0 166 166 100%
Pidana Anak 0 14 0 14 14 100%
Pidana Cepat 0 1 0 1 1 100%
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Praperadilan 0 2 0 2 2 100%
Perdata Gugatan 2 9 2 6 6 100%
Perdata Permohonan 1 63 0 64 64 100%
Perdata Gugatan Sederhana 0 10 0 9 9 100%

No Pengadilan/Perkara Sisa Perkara
Tahun 2019

Perkara
Masuk
Tahun
2020

Dicabut

Jumlah
Perkara

Yang
ditangani

Jumlah
Perkara

yang
diselesaikan
tepat waktu

Keterangan
(%)

4. Pengadilan Negeri Manna
Pidana Biasa 14 138 - 152 139 91,45%
Pidana Anak - 27 - 27 27 100%
Perdata Gugatan 4 13 - 17 13 76,45%
Perdata Gugatan Sederhana - 6 - 6 6 100%
Perdata Permohonan - 32 - 32 32 100%

No Pengadilan/Perkara Sisa Perkara
Tahun 2019

Perkara
Masuk
Tahun
2020

Dicabut

Jumlah
Perkara

Yang
ditangani

Jumlah
Perkara

yang
diselesaikan
tepat waktu

Keterangan
(%)

5. Pengadilan Negeri Argamakmur
Pra Peradilan - 1 - 1 1 100%
Pidana Biasa 46 172 - 218 199 100%
Pidana Anak - 26 - 26 25 100%
Perkara lalulintas /Tilang - 1415 - 1415 1415 100%
Pidana
Ringan/Cepat/Singkat

- 9 - 9 9 100%

Perdata Gugatan 9 18 2 27 7 46,6%
Perdata Gugatan Sederhana - 5 2 5 3 60%
Perdata Permohonan - 16 - 16 16 100%

No Pengadilan/Perkara Sisa Perkara
Tahun 2019

Perkara
Masuk
Tahun
2020

Dicabut

Jumlah
Perkara

Yang
ditangani

Jumlah
Perkara

yang
diselesaikan
tepat waktu

Keterangan
(%)

6. Pengadilan Negeri Bintuhan
Pidana Biasa 2 94 - 96 93 96,9%
Pidana Singkat - 2 - 2 2 100%
Pidana Anak - 24 - 24 24 100%
Pidana Cepat/Ringan - 4 - 4 4 100%
Praperadilan - 2 - 2 1 50%
Perdata Permohonan - 89 - 89 89 100%
Perdata Gugatan 1 5 - 6 5 100%
Perdata Gugatan Sederhana - 2 - 2 2 100%
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No Pengadilan/Perkara Sisa Perkara
Tahun 2019

Perkara
Masuk
Tahun
2020

Dicabut

Jumlah
Perkara

Yang
ditangani

Jumlah
Perkara

yang
diselesaikan
tepat waktu

Keterangan
(%)

7. Pengadilan Negeri Tais
Pidana Biasa 15 92 - 107 102 95,32%
Pidana Cepat
Ringan/Cepat/Singkat

- 3 - 3 3 100%

Pidana Anak - 10 - 10 10 100%
Gugatan - 8 - 8 5 62,5%
Permohonan - 18 - 18 18 100%
Gugatan Sederhana - 6 - 6 6 100%

No Pengadilan/Perkara Sisa Perkara
Tahun 2019

Perkara
Masuk
Tahun
2020

Dicabut

Jumlah
Perkara

Yang
ditangani

Jumlah
Perkara

yang
diselesaikan
tepat waktu

Keterangan

8. Pengadilan Negeri Kepahiang
Pidana Biasa 30 114 - 144 99 86,84%
Pidana Anak - 14 - 14 13 92,86%
Perdata Gugatan 1 6 - 7 1 16,67%
Perdata Permohonan 1 23 - 24 23 100%

No Pengadilan/Perkara Sisa Perkara
Tahun 2019

Perkara
Masuk
Tahun
2020

Dicabut

Jumlah
Perkara

Yang
ditangani

Jumlah
Perkara

yang
diselesaikan
tepat waktu

Keterangan
(%)

9. Pengadilan Negeri Tubei
Pidana Umum 7 74 - 81 77 100%
Pidana Anak - 13 - 13 12 100%
Lalu Lintas - 629 - 629 629 100%
Gugatan - 5 - 5 4 100%
Permohonan - 20 - 20 20 100%
Gugatan Sederhana - - - - - 100%

No Pengadilan/Perkara Sisa Perkara
Tahun 2019

Perkara
Masuk
Tahun
2020

Dicabut

Jumlah
Perkara

Yang
ditangani

Jumlah
Perkara

yang
diselesaikan
tepat waktu

Keterangan
(%)

10. Pengadilan Negeri Mukomuko
Pidana Biasa 4 74 - 78 78 100%
Pidana Anak - 1 - 1 1 100%
Pidana Khusus/Tipikor - - - - - -
Perdata Gugatan - 13 2 13 7 100%
Perdata Permohonan - 72 - 72 72 100%
Perdata Gugatan Sederhana - 17 - 17 17 100%
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JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING TAHUN 2020

No Pengadilan/Perkara Jumlah Perkara Yang
Diputus

Jumlah Perkara yang tidak
mengajukan Banding Persentase ( %)

1. Pengadilan Negeri Bengkulu
PERDATA 235 220 93,61%
PIDANA 643 597 92,84%
PHI 15 15 100%
TIPIKOR 30 23 76,66%

No Pengadilan/Perkara Jumlah Perkara Yang
Diputus

Jumlah Perkara yang tidak
mengajukan Banding Persentase ( %)

2. Pengadilan Negeri Curup
Pidana Biasa 166 158 95.18%
Pidana Anak 14 13 92.85%
Perdata Gugatan 6 6 100%

No Pengadilan/Perkara Jumlah Perkara Yang
Diputus

Jumlah Perkara yang tidak
mengajukan Banding Persentase ( %)

3. Pengadilan Negeri Manna
Pidana Biasa 139 136 97,84%
Pidana Anak 27 25 92,59%
Perdata Gugatan 13 9 69,23%
Perdata Gugatan Sederhana 6 6 100%

No Pengadilan/Perkara Jumlah Perkara Yang
Diputus

Jumlah Perkara yang tidak
mengajukan Banding Persentase ( %)

4. Pengadilan Negeri Argamakmur
Pidana Biasa 199 186 93,46%
Pidana Anak 25 24 96%
Perdata Gugatan 15 13 86,66%

No Pengadilan/Perkara Jumlah Perkara Yang
Diputus

Jumlah Perkara yang tidak
mengajukan Banding Persentase ( %)

5. Pengadilan Negeri Bintuhan
Pidana Biasa 93 79 84,94%
Pidana Anak 24 23 95,83%
Praperadilan 1 1 100%
Perdata Gugatan 5 - 0%

No Pengadilan/Perkara Jumlah Perkara Yang
Diputus

Jumlah Perkara yang tidak
mengajukan Banding Persentase ( %)

6. Pengadilan Negeri Tais
Pidana Biasa 102 97 95,09%
Pidana Anak 10 10 100%
Gugatan 8 2 25%
Jumlah
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No Pengadilan/Perkara Jumlah Perkara Yang
Diputus

Jumlah Perkara yang tidak
mengajukan Banding Persentase ( %)

7. Pengadilan Negeri Kepahiang
Pidana Biasa 129 125 96,89%
Pidana Anak 13 13 100%
Perdata Gugatan 2 1 50%

No Pengadilan/Perkara Jumlah Perkara Yang
Diputus

Jumlah Perkara yang tidak
mengajukan Banding Persentase ( %)

8. Pengadilan Negeri Tubei
Pidana Umum 77 68 88,31%
Pidana Anak 12 12 100%
Gugatan 4 2 50%

No Pengadilan/Perkara Jumlah Perkara Yang
Diputus

Jumlah Perkara yang tidak
mengajukan Banding Persentase ( %)

9. Pengadilan Negeri Mukomuko
Pidana Biasa 74 72 97,29
Pidana Anak 1 1 100%
Perdata Gugatan 5 2 40%

JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI TAHUN 2020

No Pengadilan/Perkara Jumlah Putusan Banding
Jumlah yang tidak

mengajukan kasasi Persentase ( %)

1. Pengadilan Negeri Bengkulu
PERDATA 15 7 46,66%
PIDANA 46 21 45,65%
PHI 15 8 53,33%
TIPIKOR 7 1 14,28%

No Pengadilan/Perkara Jumlah Putusan Banding
Jumlah yang tidak

mengajukan kasasi Persentase ( %)

2. Pengadilan Negeri Curup
Pidana Biasa 6 4 66,66%
Pidana Anak 1 - -
Perdata Gugatan - - -

No Pengadilan/Perkara Jumlah Putusan Banding
Jumlah yang tidak

mengajukan kasasi Persentase ( %)

3. Pengadilan Negeri Manna
Pidana Biasa 3 2 66,66
Pidana Anak 2 2 100%
Perdata Gugatan 2 - 0%

No Pengadilan/Perkara Jumlah Putusan Banding
Jumlah yang tidak

mengajukan kasasi Persentase ( %)

4. Pengadilan Negeri Argamakmur
Pidana Biasa 11 9 81,81%
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Pidana Anak 1 1 100%
Perdata Gugatan 1 1 100%

No Pengadilan/Perkara Jumlah Putusan Banding
Jumlah yang tidak

mengajukan kasasi Persentase ( %)

5. Pengadilan Negeri Bintuhan
Pidana Biasa 8 6 75%
Pidana Anak - - -
Perdata Gugatan 5 1 20%

No Pengadilan/Perkara Jumlah Putusan Banding
Jumlah yang tidak

mengajukan kasasi Persentase ( %)

6. Pengadilan Negeri Tais
Pidana Biasa 5 3 60%
Pidana Anak - - -
Gugatan 1 1 100%

No Pengadilan/Perkara Jumlah Putusan Banding
Jumlah yang tidak

mengajukan kasasi Persentase ( %)

7. Pengadilan Negeri Kepahiang
Pidana Biasa 4 2 50%
Pidana Anak - - -
Perdata Gugatan 1 - -

No Pengadilan/Perkara Jumlah Putusan Banding
Jumlah yang tidak

mengajukan kasasi Persentase ( %)

8. Pengadilan Negeri Tubei
Pidana Umum 9 4 44,44%
Pidana Anak - - -
Gugatan 2 1 50%

No Pengadilan/Perkara Jumlah Putusan Banding
Jumlah yang tidak

mengajukan kasasi Persentase ( %)

9. Pengadilan Negeri Mukomuko
Pidana Biasa 2 2 100%
Pidana Anak - - -
Perdata Gugatan 3 1 33,33%

JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI
TAHUN 2020

No Pengadilan/Perkara Jumlah Putusan Kasasi
Jumlah yang tidak

mengajukan PK Persentase ( %)

1. Pengadilan Negeri Bengkulu
PERDATA 8 8 100%
PIDANA 25 24 96%
PHI 7 7 100%
TIPIKOR 6 6 100%
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No Pengadilan/Perkara Jumlah Putusan Kasasi
Jumlah yang tidak

mengajukan PK Persentase ( %)

2. Pengadilan Negeri Curup
Pidana Biasa 5 5 100%
Pidana Anak 1 1 100%
Perdata Gugatan - - -

No Pengadilan/Perkara Jumlah Putusan Kasasi
Jumlah yang tidak

mengajukan PK Persentase ( %)

3. Pengadilan Negeri Manna
Pidana Biasa 1 - -
Pidana Anak - - -
Perdata Gugatan - - -

No Pengadilan/Perkara Jumlah Putusan Kasasi
Jumlah yang tidak

mengajukan PK Persentase ( %)

4. Pengadilan Negeri Argamakmur
Pidana Biasa - - -
Pidana Anak - - -
Perdata Gugatan 2 2 100%

No Pengadilan/Perkara Jumlah Putusan Kasasi
Jumlah yang tidak

mengajukan PK Persentase ( %)

5. Pengadilan Negeri Bintuhan
Pidana Biasa - - -
Pidana Anak - - -
Perdata Gugatan - - -

No Pengadilan/Perkara Jumlah Putusan Kasasi
Jumlah yang tidak

mengajukan PK Persentase ( %)

6. Pengadilan Negeri Tais
Pidana Biasa - - -
Pidana Anak - - -
Gugatan - - -

No Pengadilan/Perkara Jumlah Putusan Kasasi
Jumlah yang tidak

mengajukan PK Persentase ( %)

7. Pengadilan Negeri Kepahiang
Pidana Biasa 1 1 100%
Pidana Anak - - -
Perdata Gugatan - - -

No Pengadilan/Perkara Jumlah Putusan Kasasi
Jumlah yang tidak

mengajukan PK Persentase ( %)

8. Pengadilan Negeri Tubei
Pidana Umum - - -
Pidana Anak - - -
Gugatan - - -
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No Pengadilan/Perkara Jumlah Putusan Kasasi
Jumlah yang tidak

mengajukan PK Persentase ( %)

9. Pengadilan Negeri Mukomuko
Pidana Biasa - - -
Pidana Anak - - -
Perdata Gugatan - - -

JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DI MEDIASI

NO SATKER JUMLAH PERKARA
GUGATAN

PERKARA
GUGATAN YANG

DILAKUKAN
MEDIASI

JUMLAH PERKARA
PERDATA YANG

BERHASIL DENGAN
MEDIASI

PERSENTASE

1 Pengadilan Negeri Bengkulu 86 38 4 10%

2 Pengadilan Negeri Curup 9 8 2 25%

3 Pengadilan Negeri Manna 13 13 1 7,67%
4 Pengadilan Negeri Argamakmur 18 18 - -

5 Pengadilan Negeri Bintuhan 5 5 - -

6 Pengadilan Negeri Tais 8 7 - -

7 Pengadilan Negeri Kepahiang 7 5 - -

8 Pengadilan Negeri Tubei 5 5 1 20%

9 Pengadilan Negeri Mukomuko 13 10 - -

JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI

NO SATKER
JUMLAH
PERKARA

ANAK

PERKARA ANAK
YANG

DILAKUKAN
DIVERSI

JUMLAH PERKARA ANAK
YANG BERHASIL DENGAN

DIVERSI

PERSENTASE
(%)

1 Pengadilan Negeri Bengkulu 45 - - -

2 Pengadilan Negeri Curup 14 - - -

3 Pengadilan Negeri Manna 27 7 1 14,29% 14,29

4 Pengadilan Negeri Argamakmur 26 26 2 7,69%

5 Pengadilan Negeri Bintuhan 1 1 1 100%

6 Pengadilan Negeri Tais 10 - - -

7 Pengadilan Negeri Kepahiang 14 3 2 66,66%

8 Pengadilan Negeri Tubei 13 13 3 23,07%

9 Pengadilan Negeri Mukomuko 1 - - -
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C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKAT ISO PENGADILAN)

POSBAKUM (POS BANTUAN HUKUM)

Menurut SEMA Nomor : 10 Tahun 2010, Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Peradilan

Umum diartikan sebagai ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi

Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum.

Ruang Posbakum digunakan untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan

pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut

tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa

Advokat. Posbakum diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak tahu mengenai masalah hukum

dan tidak mampu membayar pengacara untuk menyelesaikan persoalan hukum mereka.

Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu telah mendapat alokasi

anggaran Posbakum (Pos Bantuan Hukum) pada DIPA 03 Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran

2020. Anggaran ini digunakan untuk membantu masyarakat yang ingin mendapatkan layanan

bantuan hukum secara gratis. Dengan Posbakum diharapkan adanya peningkatan efektifitas

pengelolaan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi

Bengkulu.

NO SATKER NAMA LBH/PENYEDIA
LAYANAN PAGU REALISASI PERSENTASE

1. PENGADILAN NEGERI BENGKULU LBH BHAKTI ALUMNI
UNIB & LBH SEJAHTERA

MAJU MANDIRI

Rp.48.000.000 Rp.48.000.000 100

2. PENGADILAN NEGERI CURUP LBH BAKTI ALUMNI
UNIB dan LBH

NARENDRADHIPA

Rp.19.200.000 Rp.19.200.000 100

3. PENGADILAN NEGERI ARGAMAKMUR LBH Wawan Adil Rp.24.000.000 Rp.24.000.000 100
4. PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG LBH Kepahiang Rp.24.000.000 Rp.24.000.000 100
5. PENGADILAN NEGERI MANNA LBH Bakti Alumni UNIB

dan LBH Bengkulu
Selatan

Rp.24.000.000 Rp.24.000.000 100

6. PENGADILAN NEGERI TAIS LKBH Universitas
Muhammadiyah

Bengkulu

Rp.24.000.000 Rp.24.000.000 100

7. PENGADILAN NEGERI BINTUHAN LKBH Universitas
Muhammadiyah

Bengkulu

Rp.24.000.000 Rp.23.955.000
,-

99,81

8. PENGADILAN NEGERI TUBEI Deski Bewantara, SH.,
MH dan Rekan

Rp.24.000.000 Rp.24.000.000 100

9. PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO LBH Bhakti Alumni
UNIB Cabang
Mukomuko

Rp.24.000.000 Rp.24.000.000 100
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Jumlah Layanan Posbakum

NO SATKER
INFORMASI/

KONSULTASI/
ADVIS HUKUM

BANTUAN
PEMBUATAN

DOKUMEN
HUKUM

PENYEDIAAN
INFORMASI DAFTAR

ORGANISASI
BANTUAN HUKUM

1. PENGADILAN NEGERI BENGKULU 185 - -

2. PENGADILAN NEGERI CURUP 38 - -

3. PENGADILAN NEGERI ARGAMAKMUR 44 - -

4. PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG 231 - -

5. PENGADILAN NEGERI MANNA 17 - -

6. PENGADILAN NEGERI TAIS 31 - -

7. PENGADILAN NEGERI BINTUHAN - - -

8. PENGADILAN NEGERI TUBEI - - -

9. PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO 21 84 22

SIDANG KELILING/PELAYANAN TERPADU
Sidang keliling ini dimaksudkan untuk memberikan akses terhadap keadilan bagi

masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil yang menghadapi masalah ongkos transportasi dari

dan ke pengadilan.

Pengadilan sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak melaksanakan Sidang

Keliling dikarenakan letak Pengadilan dapat dijangkau oleh seluruh pencari keadilan diwilayah

Hukum Pengadilan dan tidak ada anggaran untuk melayani proses pelaksanaan sidang keliling.

PERKARA PRODEO
Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu mendapatkan Alokasi

Pembebasan Biaya Perkara pada DIPA 03 Tahun Anggaran 2020.

NO SATUAN KERJA PAGU ANGGARAN
REALISASI

ANGGARAN
PERSENTASE

1. PENGADILAN NEGERI BENGKULU 1.840.000 0 0

2. PENGADILAN NEGERI CURUP 0 0 0

3. PENGADILAN NEGERI ARGAMAKMUR 0 0 0

4. PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG 1.804.000 1.304.000 72,28

5. PENGADILAN NEGERI MANNA 0 0 0

6. PENGADILAN NEGERI TAIS 0 0 0

7. PENGADILAN NEGERI BINTUHAN 0 0 0

8. PENGADILAN NEGERI TUBEI 0 0 0

9. PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO 0 0 0
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Penyelesaian Perkara Prodeo

NO SATUAN KERJA
JUMLAH

PERMOHON
AN PRODEO

PRODEO
MURNI

BANTUAN
DIPA

JUMLAH
PERKARA
PRODEO

YANG
DISELESAIK

AN

PERSENTAS
E PERKARA

PRODEO
YANG

DISELESAIK
AN

1. PENGADILAN NEGERI BENGKULU 0 0 0 0 0

2. PENGADILAN NEGERI CURUP 0 0 0 0 0

3. PENGADILAN NEGERI ARGAMAKMUR 0 0 0 0 0

4. PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG 9 0 9 9 100 %

5. PENGADILAN NEGERI MANNA 0 0 0 0 0

6. PENGADILAN NEGERI TAIS 0 0 0 0 0

7. PENGADILAN NEGERI BINTUHAN 0 0 0 0 0

8. PENGADILAN NEGERI TUBEI 0 0 0 0 0

9. PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO 0 0 0 0 0
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BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur yang menentukan dalam pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Pengadilan. Dengan beban kerja yang ada dibutuhkan Sumber Daya Manusia

(SDM) yang memadai baik dari segi jumlah, pendidikan dan kompetensi. Adapun keadaan Sumber

Daya Manusia pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri se Bengkulu tahun 2020

adalah sebagai berikut :

a. Tingkat Jabatan

Komposisi SDM berdasarkan Tingkat Jabatan di Pengadilan TInggi dan Pengadilan Negeri

sewilayah hukum pengadilan TInggi Bengkulu tahun 2020.

JABATAN JUMLAH

Ketua Banding Tipe B 1

Wakil Ketua Tingkat Banding 1

Hakim Tinggi 22

Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Klas IB 1

Sekretaris Tingkat Banding Tipe B 1

Panitera Tingkat Banding Tipe B 1

Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Klas IA 1

Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Klas II 6

Wakil Ketua Tingkat Pertama 8

Sekretaris Tingkat Pertama Klas IA 1

Panitera Muda Banding Tipe B 4

Kepala Bagian 2

Hakim yang terkena hukuman disiplin 1

Sekretaris Tingkat Pertama Klas IB 1

Panitera Muda Tingkat Pertama Klas IA 5

Hakim Yustisial 1

Panitera Pengganti Tingkat Banding 19

Hakim Tingkat Pertama 64

Panitera Tingkat Pertama Klas IB 1
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Sekretaris Tingkat Pertama Klas II 7

Kepala Sub Bagian 10

Panitera Muda Tingkat Pertama Klas IB 2

Panitera Tingkat Pertama Klas II 7

Panitera Muda Tingkat Pertama Klas II 17

Kepala Sub Bagian 20

Panitera Pengganti Tingkat Pertama 34

Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran 1

Juru Sita 11

Analis Tata Laksana 3

Pengadministrasi Hukum Panitera Muda Pidana 2

Analis Humas 1

Pranata Komputer Ahli Pertama 2

Pranata Kearsipan 1

Pengelola Sistem Dan Jaringan 1

Analis Perkara Peradilan 16

Bendahara Tingkat Pertama 8

Pengadministrasi Kepegawaian 1

Pengelola Perkara 1

Pengelola Barang Milik Negara 1

Arsiparis Pelaksana Lanjutan 1

Analis Protokol 1

Calon Hakim 1

Penyusun laporan Keuangan 4

Pengadministrasi Perpustakaan 1

Pengadministrasi Registrasi Perkara 1

Pengadministrasi Perencanaan dan Program 1

Analis Sumber Daya Manusia Aparatur 4

Analis Kepegawaian Pertama 11

Pengadministrasi Umum 1

Pengadministrasi Keuangan 1

Pranata Barang dan Jasa 1

Analis Organisasi 1

Juru Sita Pengganti 11
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b. Jenis Kelamin

Komposisi SDM berdasarkan Jenis Kelamin di Pengadilan TInggi dan Pengadilan Negeri

sewilayah hukum pengadilan TInggi Bengkulu tahun 2020.

JENIS KELAMIN WANITA
PRIA 167

WANITA 151
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c. Golongan Pegawai

Komposisi SDM berdasarkan Golongan Pegawai di Pengadilan TInggi dan Pengadilan Negeri

sewilayah hukum pengadilan TInggi Bengkulu tahun 2020.

GOLONGAN JUMLAH
IV/e 24
IV/d 2
IV/c 4
IV/b 7
IV/a 30
III/d 56
III/c 61
III/b 58
III/a 61
II/d 6
II/c 6
II/b 3

d. Usia pegawai

Komposisi SDM berdasarkan Usia Pegawai di Pengadilan TInggi dan Pengadilan Negeri

sewilayah hukum pengadilan TInggi Bengkulu tahun 2020.

USIA PEGAWAI JUMLAH
31 - 35 16
36 - 40 5
41 - 45 4
46 - 50 3
51 - 55 6
56-60 36
61-70 10
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e. Pendidikan Pegawai

Komposisi SDM berdasarkan Pendidikan Pegawai di Pengadilan TInggi dan Pengadilan Negeri

sewilayah hukum pengadilan TInggi Bengkulu tahun 2020.

TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI JUMLAH
SLTA/SEDERAJAT 28

DIII 7
S1 201
S2 77
S3 5
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f. Jabatan belum terisi

Jabatan yang belum terisi di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum

pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2020.

JABATAN JUMLAH SDM
SEKARANG

JUMLAH SDM
SEHARUSNYA

KEKURANGAN
SDM

Ketua Banding Tipe B 1 1 -

Wakil Ketua Tingkat Banding Tipe B 1 1 -

Sekretaris Tingkat Banding Tipe B 1 1 -

Panitera Tingkat Banding Tipe B 1 1 -

Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Klas IA 1 1 -

Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Klas IA 1 1 -

Sekretaris Tingkat Pertama Klas IA 1 1 -

Panitera Tingkat Pertama Klas IA 1 1 -

Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Klas IB - 1 1

Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Klas IB 1 1 -

Sekretaris Tingkat Pertama Klas IB 1 1 -

Panitera Tingkat Pertama Klas IB 1 1 -

Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Klas II 8 8 -

Wakil Ketua Tingkat Pertama 7 8 1

Sekretaris Tingkat Pertama Klas II 8 8 -

Panitera Tingkat Pertama Klas II 8 8 -

Kepala Bagian 2 2 -

Panitera Muda Tingkat Banding Tipe B 4 4 -

Panitera Muda Tingkat Pertama Klas IA 5 5 -

Panitera Muda Tingkat Pertama Klas IB 2 3 1

Panitera Muda Tingkat Pertama Klas II 20 24 4

Kepala Sub Bagian 30 31 1

Jumlah 8



29

MUTASI
Data mutasi Hakim/Pegawai pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri di

wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu selama tahun Anggaran 2020 disajikan pada tabel

berikut :

NO JUMLAH HAKIM /
PEGAWAI MUTASI MASUK MUTASI KELUAR JUMLAH PEGAWAI

SAAT INI

1 90 43 47 318

PROMOSI
Pelaksanaan fungsi pembinaan karier bagi hakim dan karyawan pada wilayah hukum

Pengadilan Tinggi Bengkulu telah dilakukan promosi yang berguna selain untuk penyegaran

juga diharapkan meningkatkan produktifitas kerja. Adapun data promosi yang telah dilaksanakan

pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No Nama Hakim / Pegawai Jabatan Sebelumnya Promosi yang diberikan

1. DIMAS SIGIT PRIHANTORO, SE. Pelaksana Pengadilan
Tinggi Bengkulu

Kepala Sub Bagian Perencanaan
Teknologi Informasi, Dan
Pelaporan Pengadilan Negeri
Mukomuko

2. PELANGI WIJAYA, SH.,MH. Pelaksana Pengadilan
Tinggi Bengkulu

Kepala Sub Bagian Umum Dan
Keuangan Pengadilan Negeri
Bengkulu
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3. ZULMAHRI, S.H. Panmud Perdata Pada
Pengadilan Negeri
Bengkulu

Panitera Pada Pengadilan Negeri
Manna

4. TRI SULISTIONO,S.E.,S.H. Panitera pengganti
pada Pengadilan Negeri
Tubei

dari Pelaksana pada Pengadilan
Negeri Bengkulu

5. A.WIBISONO, S.Sos Panitera Pengganti
pada Pengadilan Tinggi
Bengkulu

dari Panmud PHI Pada Pengadilan
Negeri Bengkulu

6. MAROLOP SIMAMORA, S.H., M.H. Ketua Pengadilan
Negeri Jember

dari Wakil Ketua Pengadilan
Negeri Bengkulu

7. GABRIEL SIALLAGAN, S.H.,M.H. Wakil Ketua Pengadilan
Negeri Marisa

dari Hakim Pengadilan Negeri
Bengkulu

8. CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan
Negeri Blangpidie

dari Hakim Pengadilan Negeri
Bengkulu

9. RIZA NOPLAILY, S. KOM., S.H., M.H. Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri
Tais

dari Jurusita Pengganti pada
Pengadilan Negeri Bengkulu

10 CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan
Negeri Blangpidie

dari Hakim Pengadilan Negeri
Bengkulu

11. SIDIANTO, S.H.,M.H. Panmud Pidana pada
Pengadilan Negeri
Bengkulu

Panitera Pengganti Pengadilan
Negeri Bengkulu

12 MUDRIYANTI, S.E. Sekretaris Pengadilan
Negeri Bengkulu

dari Kasubbag umum dan
Keuangan Pengadilan Negeri
Bengkulu

13 SUKASIH, S.H. Panmud PHI Pengadilan
Negeri Bengkulu

Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Bengkulu

14. HADEPA ZUHLI, S.H., M.H. Panitera Muda Hukum
PN Kepahiang

Panitera Pengganti PN Bengkulu

15. WITRI ROSSANTI, SH Pelaksana PN Curup Kasubbag PTIP PN Curup

PENSIUN
Jumlah Hakim dan Pegawai yang pensiun atau purnabakti di wilayah hukum Pengadilan Tinggi

Bengkulu adalah sebagai berikut :

No Jenis Jabatan Pensiun Tahun
2020

Pensiun Tahun
2021

Pensiun Tahun
2022

1 Hakim - - -
2 Panitera - - 1
3 Sekretaris 2 - -
4 Panitera Muda - 1 1
5 Kepala Sub Bagian - - -
6 Panitera Pengganti 4 1 2
7 Jurusita 1 - 1
8 Jurusita Pengganti - - -
9 Staff - - 1

DIKLAT
Hakim dan pegawai yang mengikuti Diklat (SDM Teknis/Non teknis) pada Pengadilan Tinggi
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Bengkulu dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu selama tahun 2020

adalah sebagai berikut :

Daftar Hakim dan pegawai yang telah mengikuti Diklat Teknis

No Nama Hakim/ Pegawai Nama Diklat Teknis
Yang Diikuti

Nama
Penyelenggara

Diklat

Daring
/ Luring

Sertifikat
yang

diberikan
1. DR. MOH EKA KARTIKA EM, SH, M. Hum Pelatihan

Mentoring Leader
(Leader as Coach)
bagi Ketua
Pengadilan dan
Pelatihan English
Effective
Presentation

Balitbang Diklat
Kumdil MARI

Daring 15-21 Maret
2020

2. LIDYA SASANDO PARAPAT, SH, MH Pelatihan
Manajemen
Practice How to
Become a Mentor

Balitbang Diklat
Kumdil MARI

Luring 2-8 Maret
2020

3. LIDYA SASANDO PARAPAT, SH, MH Pelatihan Assesor
Pengadilan Tinggi

Balitbang Diklat
Kumdil MARI

Luring 11-14
Februari
2020

4. EMILIA DJAJASUBAGIA, SH, MH Pelatihan Assesor
Pengadilan Tinggi

Balitbang Diklat
Kumdil MARI

Luring 11-14
Februari
2020

5. TAVIP DWIYATMIKO, SH, MH Sosialisasi dan
Bimtek Tanda

Tangan Elektronik
pada Salinan

Putusan di Aplikasi
E-Court

MA-RI luring 21-22
Februari
2020

6. Zeni Zenal Mutaqin, SH., MH Bimbingan Teknis e-
court/ e-litigasi,
SIPP dan Biaya
Perkara di Hotel
Mercure Bengkulu.

Pengadilan
Tinggi Bengkulu

Luring

7. Ramdhani, SH. Bimbingan Teknis e-
court/ e-litigasi,
SIPP dan Biaya

Perkara

Pengadilan
Tinggi Bengkulu

Luring

8 Zulmahri, SH. Bimbingan Teknis e-
court/ e-litigasi,
SIPP dan Biaya

Perkara

Pengadilan
Tinggi Bengkulu

Luring

9 Nani Yulianti
Sidianto, SH.

Bimbingan Teknis e-
court/ e-litigasi,
SIPP dan Biaya

Perkara

Pengadilan
Tinggi Bengkulu

Luring

10 Irwan Hemdi, SH Bimbingan Teknis e-
court/ e-litigasi,
SIPP dan Biaya

Perkara

Pengadilan
Tinggi Bengkulu

Luring

11 Sukasih, SH Bimbingan Teknis e-
court/ e-litigasi,
SIPP dan Biaya

Perkara

Pengadilan
Tinggi Bengkulu

Luring

12 Dodi Ardianto, SH. Bimbingan Teknis e-
court/ e-litigasi,
SIPP dan Biaya

Perkara

Pengadilan
Tinggi Bengkulu

Luring
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13 Seppi Triani, SH. Bimbingan Teknis e-
court/ e-litigasi,
SIPP dan Biaya

Perkara

Pengadilan
Tinggi Bengkulu

Luring

14 Sidianto, SH Bimbingan Teknis e-
court/ e-litigasi,
SIPP dan Biaya

Perkara

Pengadilan
Tinggi Bengkulu

15 Fandy J. Simorangkir, S.Kom Pelatihan Pranata
Komputer Tahun
2020 dan Pelatihan
English Effective
Presentation.

Balitbang Diklat
Kumdil MA.RI.

Luring 00000026//D
IKLAT
TEKNIS/4016
/057/LAN-
BPS/2020

24-02-2020
16 Zeni Zenal Mutaqin, SH., MH Pelatihan Hakim

Juru Bicara
Pengadilan dan
Pelatihan English
Effective
Presentation.

Balitbang Diklat
Kumdil MA.RI.

Luring. 00770 /
13-03-2020

17. Dwi Purwanti, SH. Pelatihan Sertifikasi
Hakim Tipikor
melalui e-learning.

Balitbang Diklat
Kumdil MA.RI.

Daring. 58/Bld/MA-
RI/TIPIKOR-
XXI/2020

18-06-2020
18. Hanifzar, SH.,MH Pelatihan Sertifikasi

Hakim PHI secara
Online.

Pusdiklat
Manajemen dan
Kepemimpinan
Balitbang Diklat
Kumdil MA.RI.

Daring. 06/Bld/MA-
RI/PHI/2020
22/Bld/MA-
RI/PHI/2020

23-10-2020
19. Chandra Gautama, SH.,MH Pelatihan Sertifikasi

Hakim PHI secara
Online

Pusdiklat
Manajemen dan
Kepemimpinan
Balitbang Diklat
Kumdil MA.RI

Daring. 06/Bld/MA-
RI/PHI/2020
22/Bld/MA-
RI/PHI/2020

23-10-2020
20. Syarip, SH., MH BIMTEK E-Court / E-

Litigasi
PENGADILAN

TINGGI
BENGKULU

LURING W8U/1457/K
P/11.01/2/20
20
14 Februari
2021

Serifikasi Niaga
Kepailitan

BALITBANG
DIKLAT KUMDIL

MA RI

DARING -

21 Nur Ihsan Sahabuddin, SH BIMTEK E-Court / E-
Litigasi

12 Februari s/d
14 Februari

2020

LURING W8U/1457/K
P/11.01/2/20
20
14 Februari
2021

Focus Group
Discussion (FGD)

BALITBANG
DIKLAT KUMDIL

MA RI

DARING -

Tindak Pidana
Eksploitasi Seksual
Anak Kerjasama MA
RI dengan ECPAT

BALITBANG
DIKLAT KUMDIL

MA RI

DARING -

22 Annie Safrina Simanjuntak, SH Teknik Menyusun
Abstraksi Putusan
Pengadilan
(executive
Summary)

BALITBANG
DIKLAT KUMDIL

MA RI

DARING -

23 Waryono, SH BIMTEK E-Court / E-
Litigasi

PENGADILAN
TINGGI

BENGKULU

LURING W8U/1457/K
P/11.01/2/20
20



33

14 Februari
2021

24 Fagansyah Dewa Putra, SH BIMTEK E-Court / E-
Litigasi

PENGADILAN
TINGGI

BENGKULU

LURING W8U/1457/K
P/11.01/2/20
20
14 Februari
2021

25 Riza Umami, SH., MH BIMTEK E-Court / E-
Litigasi

PENGADILAN
TINGGI

BENGKULU

LURING W8U/1457/K
P/11.01/2/20
20
14 Februari
2021

26 Sarkawi BIMTEK E-Court / E-
Litigasi

PENGADILAN
TINGGI

BENGKULU

LURING W8U/1457/K
P/11.01/2/20
20
14 Februari
2021

27 Iman Budi Putra Noor, SH., MH. Diklat Sertifikasi
Hakim Lingkungan
Hidup

BALITBANG
DIKLAT KUMDIL
MA RI

Diklat
Online
dan e-
learnin
g

28 Zephania, SH., MH. English Effective
Presentation

BALITBANG
DIKLAT KUMDIL
MA RI

Daring 3-11 Agustus
2020

29 Maria Minerva Kainama, SH. - Peran Hakim dalam
Pemenuhan Hak
Perempuan & Anak
di Persidangan- Kupas Tuntas Pasar
Modal Indonesia

Ruang
Virtl
(zoom
meetin
g)

16 Oktober
2020

10-19
November
2020

30 Fajar Kusuma Aji, SH.,MH Bimtek E-Court,
SIPP, SPPT-TI dan
Biaya Perkara

PT Bengkulu Luring W8U/1457/K
P/11.01/2/20
20
14 Februari
2020

31 Rina Fasiola, SH DIklat SAKIP BPKP Daring SERT-
0350/DL/4/2
020

Rosminar A. Purba, S.Kom 1. Bimtek
Penyusunan
Rencana Program
dan Anggaran
2. Bimtek Pengelola
Kepegawaian
Bimtek Keuangan

PT Bengkulu

PT Bengkulu

Luring

Luring

W8U/706/KP
/11.01/11/20
20
06 November
2020
W8U/706/KP
/11.01/11/20
20
13 November
2020

32

33 TS. Pramuji, SH Bimtek E-Court,
SIPP, SPPT-TI dan
Biaya Perkara

PT Bengkulu Luring W8U/1457/K
P/11.01/2/20
20
14 Februari
2020

34 Fahruliyan Harshoni, SH Bimtek E-Court,
SIPP, SPPT-TI dan
Biaya Perkara

PT Bengkulu Luring W8U/1457/K
P/11.01/2/20
20
14 Februari
2020
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35 Edo Romadhona, S.Kom. Bimtek Penyusunan
Rencana Program
dan Anggaran

PT Bengkulu Luring W8U/706/KP
/11.01/3/202
0
13 Maret
2020

36 Resmi Hermini, SH.,MH Bimtek Pengelola
Kepegawaian

PT Bengkulu Luring W8U/706/KP
/11.01/11/20
20
06 November
2020

37 Heriyanto Bimtek E-Court,
SIPP, SPPT-TI dan
Biaya Perkara

PT Bengkulu Luring W8U/1457/K
P/11.01/2/20
20
14 Februari
2020

38 Melly Triana, SP.,MH Bimtek E-Court,
SIPP, SPPT-TI dan
Biaya Perkara

PT Bengkulu Luring W8U/1457/K
P/11.01/2/20
20
14 Februari
2020

39 Yusi Anggraini, S.Ikom. Bimtek Pengelola
Kepegawaian

PT Bengkulu Luring W8U/706/KP
/11.01/11/20
20
06 November
2020

40 Elfriede, SE Bimtek Penyusunan
Rencana Program
dan Anggaran

PT Bengkulu Luring W8U/706/KP
/11.01/3/202
0
13 Maret
2020

E-Learning
Akselerasi
Bendahara
Pengeluaran

Kemenkeu Daring Belum ada

Bimtek Keuangan PT Bengkulu Luring W8U/706/KP
/11.01/11/20
20
13 November
2020

Daftar Hakim dan pegawai yang telah mengikuti Diklat Non Teknis

No Nama Hakim/ Pegawai Nama Diklat Non
Teknis Yang Diikuti

Nama
Penyelenggara

Diklat

Daring /
Luring

Sertifikat
yang

diberikan
1. ENDRI NOVIAN, SE 1. Bimtek

Penyusunan
Rencana
Program dan
Anggaran PT
Sewilayah
hukum PT
Bengkulu

2. Pelatihan Online
Manajemen
Risiko
Gelombang II
Tahun 2020

3. English effective
presentation

Pengadilan
Tinggi Bengkulu

Balitbang Diklat
Kumdil MARI

Balitbang Diklat
Kumdil MARI
Pengadilan
Tinggi Bengkulu

Luring

luring

luring

11-13 Maret
2020

8 Juni- 03 Juli
2020

16-24 Juli
2020
11-13
November
2020
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4. Bimbingan
Teknis
Keuangan

2. YURNI HENDARWATI, S.Pd 1. Bimtek
Penyusunan
Rencana
Program dan
Anggaran PT
Sewilayah
hukum PT
Bengkulu

2. Bimtek Teknis
Pengelolaan
Kepegawaian

Pengadilan
Tinggi Bengkulu

Luring 11-13 Maret
2020

4-6
Nopember
2020

3. UMI KALSUM, S.Sos 1. Bimtek
Penyusunan
Rencana
Program dan
Anggaran PT
Sewilayah
hukum PT
Bengkulu

2. Bimbingan
Teknis
Keuangan

Pengadilan
Tinggi Bengkulu

Pengadilan
Tinggi Bengkulu

Luring 11-13 Maret
2020

11-13
November
2020

4. FIDIYAH SISTONA, SE 1. Bimtek
Penyusunan
Rencana
Program dan
Anggaran PT
Sewilayah
hukum PT
Bengkulu

2. Bimbingan
Teknis
Keuangan

Pengadilan
Tinggi Bengkulu

Pengadilan
Tinggi Bengkulu

Luring 11-13 Maret
2020

11-13
November
2020

5. RINA ASTUTI, SE 1. Bimtek
Penyusunan
Rencana
Program dan
Anggaran PT
Sewilayah
hukum PT
Bengkulu

2. Bimtek
Pengelolaan
Kepegawaian

Pengadilan
Tinggi Bengkulu

luring 11-13 Maret
2020

4-6 November
2020

6. LINDA NORA, S.Kom , SH 1. Bimtek
Penyusunan
Rencana
Program dan
Anggaran PT
Sewilayah
hukum PT
Bengkulu

2. Bimtek
Kepegawaian

Pengadilan
Tinggi Bengkulu

Pengadilan
Tinggi Bengkulu

luring

Luring

11-13 Maret
2020

4-6 November
2020

7. Riza Fauzi, SH., C.N. Pelatihan Online
Manajemen Resiko
Gelombang I Tahun
2020.

Balitbang Diklat
Kumdil MA.RI.

Daring -
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8. Ramdhani, SH Sosialisasi Sistem
Peradilan Pidana
Terpadu Berbasis
Teknologi Informasi
(SPPT-TI).

Pengadilan
Tinggi
Palembang.

Luring -

9. Zeni Zenal Mutaqin, SH., MH Pelatihan Online
Analisa Data Sosial
Media di
Pengadilan Tahun
2020.

Balitbang Diklat
Kumdil MA.RI.

Luring 3 Juli 2020

10. Duice Indrawati, SE. Pelatihan Online
dari tempat tugas
English Effective
Presentation
gelombang III tahap
I Kelas 19 s.d. 36
Tahun 2020.

Badan Pusdiklat
Manajeman dan
Kepemimpinan
Balitbang Diklat
Kumdil
Mahkamah
Agung RI.

Daring -

11. Zeni Zenal Mutaqin, SH., MH Pelatihan Online
Komunikasi Melalui
Sosial Media Oleh
Pusdiklat
Manajemen dan
Kepemimpinan.

Balitbang Diklat
Kumdil MA.RI.
yang
bekerjasam
dengan TEMPO
Institute

Daring. 3 Juli 2020

12 Zeni Zenal Mutaqin, SH., MH Pelatihan Online
Bekerja dengan
Media Oleh
Pusdiklat
Manajemen dan
Kepemimpinan.

Balitbang Diklat
Kumdil MA.RI.
yang
bekerjasam
dengan TEMPO
Institute

Daring. 3 Juli 2020

13 Dian Wicayanti, SH Kegiatan
Peningkatan
Kapasitas Aparat
Penegak Hukum
(APH) dalam
Penanganan Korban
Kekerasan dalam
Rumah Tangga
(KDRT).

- Luring. -

15. Hanifzar, SH.,MH Pelatihan Mediasi
Bagi Bawaslu
Provinsi dan
Bawaslu Kota Se-
Provinsi Bengkulu.

Bawaslu
Provinsi
Bengulu

Luring. -

16. Syarip, SH., MH Manajemen
Practice Mentor
How to Become a
Mentor

BALITBANG
DIKLAT KUMDIL

MA RI

DARING

17 Riswan Herafiansyah, SH., MH Sertifikasi Hakim
Juru Bicara
Pengadilan dan
Pelatihan English
Effective Presentatif

BALITBANG
DIKLAT KUMDIL

MA RI

LURING 00731
13 Maret
2020

18 Fakhruddin, SH., MH Kepemimpinan Lini
Pertama

BALITBANG
DIKLAT KUMDIL

MA RI

DARING

19 Sri Siska Yanti, S.Sos., M.Si Kepemimpinan
Pengawas

BALITBANG
DIKLAT KUMDIL

MA RI

LURING
DAN
DARING

luring

00000713/DIK
LAT
PIMTKIV/
4007/012/LA
N-MA/2020



37

BIMTEK
Kepegawaian

PENGADILAN
TINGGI

BENGKULU

W8U/706/KP/
11.01/11/202
0
6 November
2020

20 Witri Rossanti, ST BIMTEK
Penyusunan
Program dan
Anggaran

PENGADILAN
TINGGI

BENGKULU

LURING W8U/706/KP/
11.01/3/2020
13 Maret
2020

21 Resti Desanjaya, SKM BIMTEK
Penyusunan
Program dan
Anggaran

PENGADILAN
TINGGI

BENGKULU

LURING W8U/706/KP/
11.01/3/2020
13 Maret
2020

22 Rian Robsen, SH 1. English Effective
Presentatif

2. BIMTEK
Kepegawaian

BALITBANG
DIKLAT KUMDIL

MA RI
PENGADILAN

TINGGI
BENGKULU

DARING

LURING

-

W8U/706/KP/
11.01/11/202
0
6 November
2020

24 Yanik Nurul Fatimah, SH BIMTEK
Kepegawaian

PENGADILAN
TINGGI

BENGKULU

LURING W8U/706/KP/
11.01/11/202
0
6 November
2020

25 Norma Marisa Yohana, SH BIMTEK
Kepegawaian

PENGADILAN
TINGGI

BENGKULU

LURING W8U/706/KP/
11.01/11/202
0
6 November
2020

26 Rudanti Widianusita, SH English Effective
Presentation
Gelombang III
Tahap II Kelas 1 s.d
16

Litbang Kumdil Daring Belum ada

27 Hilda Hilmiah Dimyati, SH Test Potensi
Akademik

Litbang Kumdil Daring Belum ada

28 Rina Fasiola, SH Manajemen Resiko PPM
Manajemen

Daring Dr. Pepey
Riawati
Kurnia,
M.M.,CPM,CA
C

29 Rosminar A. Purba, S.Kom Manajemen Resiko PPM
Manajemen

Daring Belum ada

Diklat Mentoring
Batch 2

Pusdiklat
Menpim
Balitbang
Kumdil

Daring Belum ada

30 Edo Romadhona, S.Kom. Diklat Pelatihan
Kepemimpinan
Pengawas

Pusdiklat
Menpim Mari

Daring Belum ada
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BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN
PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN
Dalam melaksanakan tugas pengelola  keuangan yang bersumber dari APBN tersebut

mengacu pada peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 tahun 2013 tentang

petunjuk pelaksanaan pembayaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di lingkungan

Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya, baik pejabat yang

ditunjuk untuk pengelola keuangan, specimen bank, maupun batasan tugas masing-masing

pengelola keuangan, serta untuk belanja modal juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor

54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah beserta peraturan perubahannya.

Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi

Bengkulu memiliki 2 (dua) DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yakni DIPA 01 (Badan

Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) dan DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum).

DIPA 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
SATUAN KERJA PAGU (Rp) REALISASI (Rp) SISA (Rp) %

PENGADILAN TINGGI BENGKULU 23.668.278.000 23.563.623.647 104.654.353 99,56

PENGADILAN NEGERI BENGKULU 14.005.626.000 13.981.806.388 23.819.612 99,83

PENGADILAN NEGERI CURUP 4.725.969.000 4.610.050.375 115.918.625 97,54

PENGADILAN NEGERI MANNA 3.901.015.000 3.800.198.193 100.816.807 97,41

PENGADILAN NEGERI ARGAMAKMUR 3.780.739.000 3.721.876.113 58.862.887 98,44

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN 3.406.949.000 3.123.205.418 283.743.582 91,67

PENGADILAN NEGERI TAIS 6.552.407.000 6.510.816.661 41.590.339 99,36

PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG 3.492.191.000 3.422.500.337 69.690.663 98,01

PENGADILAN NEGERI TUBEI 3.337.845.000 3.159.653.801 178.191.199 94,66

PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO 8.745.055.000 8.183.512.602 561.542.401 93,58
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DIPA 03 BADAN PERADILAN UMUM
SATUAN KERJA PAGU (Rp) REALISASI (Rp) SISA (Rp) %

PENGADILAN TINGGI BENGKULU 308.050.000 217.287.800 90.762.200 70,54

PENGADILAN NEGERI BENGKULU 562.735.000 559.667.600 3.067.400 99,46

PENGADILAN NEGERI CURUP 81.000.000 79.215.600 1.784.400 97,79

PENGADILAN NEGERI MANNA 52.080.000 51.427.800 652.200 98,74

PENGADILAN NEGERI ARGAMAKMUR 105.900.000 104.920.920 979.080 99,08

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN 56.760.000 47.620.100 9.140.000 83.90

PENGADILAN NEGERI TAIS 112.920.000 112.134.085 785.915 99,30

PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG 101.540.000 100.025.000 1.515.000 98,51

PENGADILAN NEGERI TUBEI 41.800.000 40.730.500 1.069.500 97,44

PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO 94.200.000 93.262.200 937.800 99.00

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA
1. Sarana Dan Prasarana Tanah, Gedung Dan Kendaraan

a. Keadaan Sarana dan Prasarana Tanah, Gedung dan Kendaraan

Berikut daftar luas tanah dan bangunan gedung pengadilan di Wilayah Bengkulu :

1. Tanah dan Bangunan Gedung

No Satker
Luas

Tanah
(m2)

Peruntukan Pemegang Hak atas
Tanah

1 Pengadilan Tinggi Bengkulu 8.958 Gedung Kantor Pemerintah RI Cq. MA RI
2 Pengadilan Negeri Bengkulu 3.830

4.040

Gedung Kantor

Gedung Kantor

Pemerintah RI Cq. MA RI
Pemerintah RI Cq. MA RI

3 Pengadilan Negeri Curup 3.586 Gedung Kantor Pemerintah RI Cq. MA RI

4 Pengadilan Negeri Manna 9.206 Gedung Kantor Pemerintah RI Cq. MA RI

5 Pengadilan Negeri Arga makmur 7.620 Gedung Kantor Pemerintah RI Cq. MA RI

6 Pengadilan Negeri Bintuhan 40.000 Gedung Kantor Pemerintah RI Cq. MA RI

7 Pengadilan Negeri Tais 10.480 Gedung Kantor Pemerintah RI Cq. MA RI

8 Pengadilan Negeri Kepahiang 9.650 Gedung Kantor Pemerintah RI Cq. MA RI

9 Pengadilan Negeri Tubei 7.376 Gedung Kantor Pemerintah RI Cq. MA RI

10 Pengadilan Negeri Mukomuko - - -
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2. Rumah Negara

No Satker Jumlah
Kondisi Pemegang Hak

atas TanahBaik Rusak
Ringan

Rusak
Berat

1 Pengadilan Tinggi Bengkulu 8 2 6 - Pemerintah RI Cq.
MA RI

2 Pengadilan Negeri Bengkulu 12 2 3 7 Pemerintah RI Cq.
MA RI

3 Pengadilan Negeri Curup 12 1 11 - Pemerintah RI Cq.
MA RI

4 Pengadilan Negeri Manna 11 1 10 - Pemerintah RI Cq.
MA RI

5 Pengadilan Negeri Arga makmur 9 - 9 - Pemerintah RI Cq.
MA RI

6 Pengadilan Negeri Bintuhan - - - - -

7 Pengadilan Negeri Tais - - - - -

8 Pengadilan Negeri Kepahiang - - - - -

9 Pengadilan Negeri Tubei 2 2 - - Pemerintah RI Cq.
MA RI

10 Pengadilan Negeri Mukomuko - - - - -

3. Kendaraan Dinas

PENGADILAN TINGGI BENGKULU

NO URAIAN TAHUN
PEROLEHAN

KONDISI KETERANGANBAIK RUSAK RINGAN RUSAK BERAT
I KENDARAAN RODA 4

1. Toyota Corolla Altis 2007 √ - - -
2. Toyota Vios 2012 √ - - -
3. Toyota Corola Altis 2008 √ - - -
4. Toyota Rush 2009 √ - - -
5. Toyota Kijang Innova 2011 √ - - -
II KENDARAAN RODA 2 √
1. Honda Karisma 2005 √ - - -
2. Honda Astrea C 86 1997 √ - - -
3. Honda Karisma 2003 √ - - -
4. Honda NF 125 D

(Karisma)
2003 √ - - -

5. Honda Supra X 125 2005 √ - - -
6. Honda Supra X 125 2005 √ - - -
7. Honda supra x 125 2005 √ - - -
8. Honda Supra x 125 2005 √ - - -
9. Honda Supra x 125 2005 √ - - -

10. Honda Mega Pro 2007 √ - - -
11. Honda Mega Pro 2011 √ - - -

PENGADILAN NEGERI BENGKULU
No Nama Kendaraan Tahun Baik Rusak Ringan Rusak Berat Ket
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I Jenis Kendaraan Roda 4

1 Sedan Vios 2006 1

2 Kijang Innova 2011 3

3 Minibus 2001 1

4 Minibus 2006 1

II Jenis Kendaraan Roda 2

1 Honda Mega Pro 2006 2

2 Honda Kharisma 2005 1

3 Honda Supra X 2005 2

4 Vixion 2011 1

PENGADILAN NEGERI CURUP

No Uraian Tahun
Perolehan

Kondisi KeteranganBaik Rusak
Ringan

Rusak
Berat

I Jenis Kendaraan Roda 4
* Minibus
1 STATION WAGON

INNOVA
2006 - √ - -

2 TOYOTA INNOVA 2011 √ - - BD 1508 KY
3 TOYOTA INNOVA 2011 √ - - BD 1509 KY

No Uraian Tahun
Perolehan

Kondisi KeteranganBaik Rusak
Ringan

Rusak Berat

II Jenis Kendaraan Roda 2
* Sepeda Motor
1 Honda Supra 2006 - √ - BD 2172 KY
2 Honda Supra 2006 - √ - BD 2171 KY
3 Honda Supra 2007 - √ - BD 2539 KY
4 Yamaha Vega R 2008 - √ - BD 2740 KY
5 Yamaha Vega R 2008 - √ - BD 2741 KY
6 Honda GL Pro 2012 √ - - BD 3155 KY
7 Honda GL Pro 2012 √ - - BD 3156 KY

(HILANG)

PENGADILAN NEGERI MANNA

No Uraian Tahun
Perolehan

Kondisi Keterangan
Baik Rusak

Ringan
Rusak Berat

I Jenis Kendaraan Roda 4
2 TOYOTA INNOVA 2012 √ - - BD 1195 BY
3 TOYOTA INNOVA 2006 √ - - BD 1048 LY
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4 TOYOTA KIJANG LSX 2003 √ - - BD 1123 BY
II Jenis Kendaraan Roda 2
* Sepeda Motor
1 Honda Supra 2007 - √ - BD 2782 BZ
2 Honda Supra 2005 - √ - BD 2610 BZ
3 Honda Supra 2005 - √ - BD 2611 BZ
4 Yamaha Alfa 1996 - - √ BD 5479 BZ
5 Suzuki A100 1992 - - √ BD 5251 BZ
6 Suzuki A100 1981 - - √ BD 5021 BZ

PENGADILAN NEGERI ARGAMAKMUR

NO URAIAN
TAHUN

PEROLEHAN
KONDISI

KETERANGAN
BAIK RUSAK RINGAN RUSAK BERAT

I KENDARAAN RODA 4

1. Toyota Kijang Innova 2010 Rusak Ringan

2. Toyota Kijang Innova 2011 Baik

3 NEW FORTUNER 2.4
G 4x2 A/T VIN 2019

2019 Baik

II KENDARAAN RODA 2

1. Yamaha Force 2013 Baik

2. Yamaha Force 2013 Baik

3. Yamaha Force 2013 Baik

4. Yamaha Force 2013 Baik

5. Yamaha Jupiter MX 2013 Baik

6. Honda Supra X 2006 Rusak Ringan

7. Honda Supra X 2006 Rusak Ringan

8. Honda Mega Pro 2007 Rusak Ringan

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

NO URAIAN
TAHUN

PEROLEHAN
KONDISI

KETERANGAN
BAIK RUSAK RINGAN RUSAK BERAT

I KENDARAAN RODA 4

1. Toyota Fortuner 2017 Baik

2. Toyota Kijang Innova 2008 Baik

II KENDARAAN RODA 2

1. Honda Supra X 2012 Baik
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2. Honda Supra X 2012 Baik

3. Honda Supra X 2012 Baik

4. Honda Supra X 2015 Baik

PENGADILAN NEGERI TAIS

No Uraian Tahun
Perolehan

Kondisi KeteranganBaik Rusak
Ringan

Rusak Berat

I Jenis Kendaraan Roda 4
* Minibus
1 BD 1974 PZ 2009 √ - - -
2 BD 1743 PS 2015 √ - - Pinjam Pakai

II Jenis Kendaraan Roda II
Sepeda Motor

1 BD 2162 PY 2013 √ - - -
2 BD 2163 PY 2013 √ - - -
3 BD 2778 PY 2013 √ - - -
4 BD 2940 PY 2014 √ - - -

PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG

NO URAIAN TAHUN
PEROLEHAN

KONDISI

KETERANGANBAIK RUSAK
RINGAN

RUSAK
BERAT

1 2 3 4 5 6 7

I Jenis Kendaraan Roda 4

1. Toyota Innova 2009 Baik - - Penyerahan dari MA

2. Toyota Fortuner 2015 Baik - - Pinjam Pakai Pemda
Kepahiang

3. Toyota Avanza 2018 Baik - - Pinjam Pakai Pemda
Kepahiang

4. Suzuki APV 2019 Baik - - Pinjam Pakai Pemda
Kepahiang

II Jenis Kendaraan Roda 2

1. Yamaha Jupiter 2015 Baik - - Milik Sendiri
2. Yamaha Jupiter 2015 Baik - - Milik Sendiri
3. Yamaha Jupiter 2013 Baik - - Milik Sendiri
4. Yamaha Jupiter 2013 Baik - - Milik Sendiri

PENGADILAN NEGERI TUBEI

No Uraian Tahun
Perolehan

Kondisi KeteranganBaik Rusak
Ringan

Rusak
Berat

I Jenis Kendaraan Roda 4
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1 BD 1927 HY 2019 √ - - -
2 BD 1397 HY 2019 √ - - -
3 BD 1961 HZ 2009 √ - - -

II Jenis Kendaraan Roda II
Sepeda Motor

1 BD 2306 HY 2019 √ - - -
2 BD 2365 HY 2019 √ - - -
3 BD 2627 HY 2019 - - √ -
4 BD 2749 HY 2012 - - √ -
5 BD 2894 HY 2016 √ - -

PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO

No Uraian Nomor Plat

Kondisi

Keterangan
Baik

Rusak

Ringan

Rusak

Berat

I Jenis Kendaraan Roda 4

1. Mitsubushi Xpander 1.5 L BD 1689 CW 1 0 0
Kendaraan Dinas
Ketua/Sewa dari MA
RI

2. Toyota Innova G BD 5 N 1 0 0
Kendaraan Dinas
Wakil Ketua/ Pinjam
Pakai Pemda

3. Toyota Rush BD 1420 NY 1 0 0 Kendaraan Dinas
Panitera

4. Toyota Innova E BD 1193 NY 1 0 0
Kendaraan Dinas
Sekretaris/Pinjam
Pakai Pemda

II Jenis Kendaraan Roda 2

1. Yamaha Aerox BD 5183 NY 1 0 0
Kendaraan
Operasional
Kepaniteraan

2. Yamaha X-ride BD 5182 NY 1 0 0
Kendaraan
Operasional
Kesekretariatan

SARANA PRASARANA

PENGADILAN TINGGI BENGKULU
NO SARANA/PRASARANA JUMLAH KETERANGAN

I Gedung
1 Ruang Ketua 1
2 Ruang Wakil Ketua 1
3 Ruang Hakim 7
4 Ruang Panitera 1
5 Ruang Panitera Muda Pidana 1
6 Ruang Panitera Muda Perdata 1
7 Ruang Panitera Muda Hukum 1
8 Ruang Sekretaris 1
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9 Ruang Kabag Umum dan Keuangan 1
10 Ruang Kabag Perencanaan dan Kepegawaian 1
11 Ruang Tata Usaha dan Rumah Tangga 1
12 Ruang Kepegawaian dan TI 1
13 Ruang Rencana Program dan Anggaran 1
14 Ruang Sidang 2
15 Ruang Kaukus 1
16 Ruang Perpustakaan 1
17 Ruang Server 1
18 Ruang Arsip 2
19 Ruang Toilet 10
20 Ruang Barang Bukti 1
21 Ruang Genset 1
22 Ruang Disabilitas 1
23 Ruang Tunggu Jaksa 1
24 Ruang Tunggu Mediasi 1
25 Ruang Tunggu Terbuka 1

II Fasilitas Perkantoran
1 Lemari Kayu 65
2 Rak Besi 7
3 Rak Kayu 1
4 Filing Cabinet Besi 20
5 Brandkas 2
6 Tabung Pemadam Api 6
7 CCTV 1
8 Papan Visual/Papan Nama 2
9 White Board 4

10 Mesin Absensi 1
11 LCD Projector/Infocus 2
12 Perkakas Kantor Lainnya 3
13 Alat Kantor Lainnya 2
14 Meja Kerja Kayu 99
15 Kursi Besi/Metal 272
16 Kursi Kayu 6
17 Sice 21
18 Bangku Panjang Besi/Metal 6
19 Meja Rapat 42
20 Meja Komputer 13
22 Tempat Tidur Besi 3
23 Tempat Tidur Kayu 1
24 Meja Resepsionis 2
25 Meja Makan Kayu 1
26 Kursi Fiber Glas/Plastik 16
27 Partisi 2
28 Mesin Pemotong Rumput 1
29 Mesin Cuci 2
30 Alat Pembersih Lainnya 8
31 Lemari Es 2
32 A.C Window 4
33 A.C Split 41
34 Kipas Angin 3
35 Kompor Gas (Alat dapur) 1
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36 Mixer 1
37 Televisi 11
38 Tape Recorder 2
39 Amplifier 1
40 Loudspeaker 18
41 Sound System 1
42 Wireless 1
43 Microphone 3
44 Stabilisator 10
45 Dispenser 8
46 Mimbar/Podium 1
47 Lambang Instansi 1
48 Gordyin/Kray 187
49 Microphone/wireless MIC 1
50 UPS 9
51 Camera Digital 1
52 Telephone (PABX) 1
53 Pesawat Telephone 1
54 Facsimile 1
55 Genset 1
56 Clinical Thermometer 1
57 Komputer Jaringan Lainnya 1
58 P.C Unit 30
59 Lap Top 28
60 Monitor 1
61 Printer 21
62 Scanner 4
63 External/Portable Hardisk 1
64 Server 1
65 Router 1
66 Hub 1
67 Box Sealing Dispenser 4
68 Alat Tenis meja 1

PENGADILAN NEGERI BENGKULU
NO NAMA RUANGAN JUMLAH KET.
1 Ruang Ketua 1 -
2 Ruang Wakil Ketua 1 -
3 Ruang Hakim 3 -
4 Ruang Panitera 1 -
5 Ruang Sekretaris 1 -
6 Ruang Kepaniteraan Perdata 1 -
7 Ruang Kepaniteraan Pidana 1 -
8 Ruang Kepaniteraan Hukum 1 -
9 Ruang Kepaniteraan Tipikor 1 -

10 Ruang Kepaniteraan PHI 1 -
11 Ruang Sub Bag Umum dan Keuangan 1 -
12 Ruang Sub Bag Kepegawaian, dan Ortala 1 -
13 Ruang Sub Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan +

Ruang Jurusita
1 -

14 Ruang Laktasi + Ruang Anak 1 -
15 Ruang Sidang 6 -
16 Ruang Sidang Tipikor 1
17 Ruang Sidang Anak 1 -
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NO NAMA RUANGAN JUMLAH KET.
18 Ruang Tunggu Pengunjung Sidang 1 -
19 Ruang Tunggu Tamu 2 -
20 Ruang Tunggu Terbuka 1 -
21 Ruang Posbakum 1 -
22 Ruang Tunggu Jaksa 1 -
23 Ruang Tahanan Dewasa Pria 1 -
24 Ruang Perpustakaan 1 -
25 Ruang Arsip Perkara 2 -
26 Ruang Sidang PHI 1 -
27 Ruang Hakim PHI 1 -
28 Ruang Mediasi/Diversi 1 -
29 Ruang Laktasi 1 -
30 Ruang Teleconference 1 -
31 Ruang Kaukus 1 -
32 Ruang Kesehatan 1
33 Ruang Tahanan Anak 1
34 Ruang Tunggu Anak Tidak Ditahan 1
35 Ruang Tahanan Wanita 1
36 Ruang Tahanan Tipikor 1
37 Ruang Penasehat Hukum 1
38 Ruang Bapas 1
39 Ruang Serbaguna 1
40 Ruang Saksi Korban Anak 1
41 Ruang Arsip Kesekretariatan 1
NO NAMA BARANG JUMLAH KET
1 Lemari Penyimpanan 7 -
2 Lemari Kayu 15 -
3 Rak Besi 18 -
4 Filling Cabinet Besi 35 -
5 Brankas 2 -
6 CCTV 2 -
7 Mesin Absensi 1 -
8 LCD Projector Infocus 1 -
9 Layar LCD Projector 1 -

10 Alat Kantor Lainnya 1 -
11 Meja Kerja Kayu 117 -
12 Kursi Besi Metal 128 -
13 Kursi Kayu 68 -
14 Sice 4 -
15 Bangku Panjang Besi Metal 32 -
16 Meja Rapat 3 -
17 Meja Resepsionist 1 -
18 Kursi Fiber Glass 69 -
19 Meubeler Lainnya 23 -
20 Alat Pengukur Waktu Lainnya 4 -
21 Ac Split 56 -
22 Kipas Angin 4 -
23 LoudSpeaker 4 -
24 Sound System 2 -
25 Megaphone 2 -
26 Tiang Bendera 8 -
27 Dispenser 4 -
28 Mimbar/Podium 1 -
29 Palu Sidang 2 -
30 Lambang Instansi 1 -
31 Tangga 1 -
32 Alat Rumah Tangga Lainnya 1 -
33 Uninterruptible Power Supply (UPS) 19 -
34 Camera Digital 1 -
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NO NAMA RUANGAN JUMLAH KET.
35 LCD Monitor 3 -
36 Camera Conference 1 -
37 Telephone (PABX) 1 -
38 Facsimile 1 -
39 Alat Kesehatan Umum Lainnya 2 -
40 TV Monitor 2 -
41 Local Area Network (LAN) 5 -
42 Komputer Jaringan Lainnya 1 -
43 P.C Unit 28 -
44 Lap Top 36 -
45 Printer (Peralatan Personal Komputer) 43 -
46 Scanner (Peralatan Personal Komputer) 4 -
47 Mesin Antrian 1 -
48 Perkakas Kantor Lainnya 1 -
49 External/ Portable Hardisk 3 -
50 Server 2 -
51 Router 4 -
52 Rak Server 1 -
53 Peralatan Jaringan Lainnya 3 -
54 Peralatan Komputer Lainnya 4 -
55 Monografi 9 -
56 Software Komputer 1 -

PENGADILAN NEGERI CURUP

No Sarana/Prasarana Gedung Jumlah Keterangan

I Ruangan

1 Ruang Ketua 1 -
2 Ruang Wakil Ketua 1 -

3 Ruang Hakim 2 -
4 Ruang Panitera 1 -
5 Ruang Sekretaris 1 -
6 Ruang Kepaniteraan Perdata 1 -
7 Ruang Kepaniteraan Pidana 1 -
8 Ruang Kepaniteraan Hukum 1 -

9 Ruang Sub Bag Umum dan Keuangan 1 -

10 Ruang Sub Bag Kepegawaian, dan Ortala 1 -
11 Ruang Sub Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan 1 -
12 Ruang Jurusita 1 -

13 Ruang Sidang 3 -

14 Ruang Sidang Anak 1 -

15 Ruang Teleconference 1 -

16 Ruang Tunggu 1 -

17 Ruang Tunggu Terbuka 1 -

18 Ruang Posbakum 1 -

19 Ruang Tunggu Jaksa 1 -

20 Ruang Tunggu Terbuka 1 -

21 Ruang Tamu 2 -

22 Ruang Tahanan Dewasa Pria 1 -

23 Ruang Tahanan Dewasa wanita 1 -
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24 Ruang Perpustakaan 1 -

25 Ruang Arsip 2 -

26 Ruang Laktasi 1 -

27 Ruang mediasi 1 -

II Sarana/prasarana Fasilitas Perkantoran

1 Komputer/PC 21 -

2 Laptop 14 -

3 Infocus 1 -

4 Monitor Jadwal Sidang 1 -

5 Air Conditioner Split 12 -

6 Faximile 2 -

7 Genset 1 -

8 Mesin Fingerprint (Absen) 1 -

9 Server 2 -

10 CCTV 10 -

11 Jaringan Hotspot/Internet 1 -

12 Camera Digital 1 -

13 Printer 27 -

14 Kipas Angin 2 -

15 Televisi 2 -

16 Sound System 2 -

17 UPS 15 -

18 Telepon (PABX) 1 -

19 Pesawat Telepon 1 -

20 Bangku Panjang Besi 28 -

21 Bangku Panjang Kayu 16 -

22 Meja Rapat 2 -

23 Meja Komputer 4 -

24 Meja Recepsionis 1 -

25 Lambang Garuda 8 -

26 Tiang Bendera 2 -

27 Lambang Instansi 1 -

28 Sice 8 -

29 Kursi Kayu 41 -

30 Kursi Besi 72 -

31 Meja Kerja Kayu 89 -

32 Brandkas 2 -

33 Filling Kabinet Besi 7 -

34 Filling Kabiner Kayu 3 -

35 Rak Besi 3 -

36 Rak Kayu 4 -

37 Lemari Kayu 42 -

38 Scanner (Universal Tester) 9 -
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39 Scanner (Peralatan Personal Komputer) 3 -

40 Papan Visual 12 -

41 Perkakas kantor lainnya 2 -

42

Alkantor

Alat kantor lainnya 4 -

43 Slide proyektor 1 -

44 Router/Mikrotik 1 -

45 Rak Server 1 -

46 Peralatan jaringan lainnya 1 -

PENGADILAN NEGERI MANNA
No Sarana/Prasarana Gedung Jumlah Keterangan

I Ruangan
1 Ruang Ketua 1 -
2 Ruang Wakil Ketua 1 -
3 Ruang Hakim 1 -
4 Ruang Panitera 1 -
5 Ruang Sekretaris 1 -
6 Ruang Kepaniteraan Perdata 1 -
7 Ruang Kepaniteraan Pidana 1 -
8 Ruang Kepaniteraan Hukum 1 -
9 Ruang Sub Bag Umum dan Keuangan 1 -

10 Ruang Sub Bag Kepegawaian, dan Ortala 1 -
11 Ruang Sub Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan 1 -
12 Ruang Jurusita 1 -
13 Ruang Sidang 3 -
14 Ruang Sidang Anak 1 -
15 Ruang Teleconference 1 -
16 Ruang Tunggu 1 -
17 Ruang Tunggu Terbuka 1 -
18 Ruang Posbakum 1 -
19 Ruang Tunggu Jaksa 1 -
20 Ruang Tunggu Terbuka 1 -
21 Ruang Tamu 2 -
22 Ruang Tahanan Dewasa Pria 1 -
23 Ruang Tahanan Dewasa wanita 1 -
24 Ruang Perpustakaan 1 -
25 Ruang Arsip 1 -
26 Ruang Laktasi 1 -
27 Ruang mediasi 1 -
II Sarana/prasarana Fasilitas Perkantoran
1 Komputer/PC 10 -
2 Laptop 7 -
3 Infocus 1 -
4 Monitor Jadwal Sidang 1 -
5 Air Conditioner Split 12 -
6 Faximile 2 -
7 Genset 1 -
8 Mesin Fingerprint (Absen) 1 -
9 Server 2 -

10 CCTV 10 -
11 Jaringan Hotspot/Internet 1 -
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12 Camera Digital 1 -
13 Printer 10 -
14 Kipas Angin 10 -
15 Televisi 2 -
16 Sound System 1 -
17 UPS 6 -
18 Telepon (PABX) 1 -
19 Pesawat Telepon 1 -
20 Kursi Besi/Metal 229 -
21 Bangku Panjang Kayu 32 -
22 Meja Rapat 1 -
23 Meja Komputer 3 -
24 Meja Recepsionis 1 -
25 Lambang Garuda 4 -
26 Tiang Bendera 2 -
27 Lambang Instansi 1 -
28 Sice 15 -
29 Kursi Kayu 42 -
31 Meja Kerja Kayu 96 -
32 Brandkas 2 -
33 Filling Kabinet Besi 30 -
34 Lemari  Kayu 40 -
35 Rak Besi 10 -
36 Rak Kayu 10 -
38 Scanner (Universal Tester) 1 -
39 Scanner (Peralatan Personal Komputer) 3 -
40 Papan Visual 12 -
42 Alat kantor lainnya 4 -
43 Slide proyektor 1 -
44 Router/Mikrotik 1 -
45 Rak Server 1 -
46 Peralatan jaringan lainnya 1 -

PENGADILAN NEGERI ARGAMAKMUR

No. Nama Barang
Kondisi Barang

Baik Rusak
Ringan

Rusak
Berat

1 Jumlah  Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II 9.192 0 0
2 Jumlah  Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 7.620 0 0
3 Jumlah  Tanah Bangunan Balai Sidang/pertemuan 2.393 0 0
4 Jumlah  Station Wagon 2 1 0
5 Jumlah  Sepeda Motor 5 3 0
6 Jumlah  Lemari Kayu 29 34 21
7 Jumlah  Rak Besi 20 0 0
8 Jumlah  Filing Cabinet Besi 1 0 0
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9 Jumlah  Brandkas 1 0 0
10 Jumlah  Cctv - Camera Control Television System 1 0 0
11 Jumlah  Mesin Absensi 2 0 0
12 Jumlah  Papan Pengumuman 14 0 0
13 Jumlah Meja Kerja Kayu 54 5 9
14 Jumlah  Kursi Besi/metal 30 8 1
15 Jumlah  Kursi Kayu 32 49 0
16 Jumlah  Sice 5 16 0
17 Jumlah  Bangku Panjang Kayu 24 20 0
18 Jumlah  Meja Rapat 2 0 0
19 Jumlah  Meja Komputer 16 0 0
20 Jumlah  Tempat Tidur Kayu 2 0 0
21 Jumlah  Meja Resepsionis 1 0 0
22 Jumlah  Sketsel 1 0 0
23 Jumlah  Meja Makan Kayu 1 4 1
24 Jumlah  Kursi Fiber Glas/plastik 60 1 35
25 Jumlah  Mesin Pemotong Rumput 2 0 0
26 Jumlah  Mesin Cuci 0 1 0
27 Jumlah  Lemari Es 0 6 0
28 Jumlah  A.c. Split 15 6 0
29 Jumlah  Portable Air Conditioner (alat Pendingin) 0 3 3
30 Jumlah  Kipas Angin 0 0 3
31 Jumlah  Kompor Gas (alat Dapur) 0 9 0
32 Jumlah  Televisi 4 2 0
33 Jumlah  Equalizer 0 2 0
34 Jumlah  Loudspeaker 0 1 0
35 Jumlah  Sound System 1 0 0
36 Jumlah  Microphone 0 2 0
37 Jumlah  Unit Power Supply 2 0 0
38 Jumlah  Lambang Garuda Pancasila 4 0 0
39 Jumlah  Tiang Bendera 2 0 0
40 Jumlah  Kaca Hias 18 0 0
41 Jumlah  Dispenser 9 0 0
42 Jumlah  Palu Sidang 4 0 0
43 Jumlah  Lambang Instansi 1 0 0
44 Jumlah  Asbak Tinggi 0 4 0
45 Jumlah  Dvd Player 2 0 0
46 Jumlah  Home Theater 0 9 0
47 Jumlah  Uninterruptible Power Supply (ups) 4 0 0
48 Jumlah  Digital Led Running Text 1 0 0
49 Jumlah  Alat Pemanas Prosesing ( Water Heater ) 0 1 0
50 Jumlah  Camera Digital 1 1 0
51 Jumlah  Lcd Monitor 3 2 0
52 Jumlah  Telephone (pabx) 1 0 1
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53 Jumlah  Pesawat Telephone 15 0 0
54 Jumlah  Handy Talky (ht) 4 0 0
55 Jumlah  Facsimile 2 0 0
56 Jumlah  Peralatan Antena Shf/parabola Lainnya 0 1 0
57 Jumlah  Genset 1 0 0
58 Jumlah  Automatic Message Switching Center (amsc) 1 0 0
59 Jumlah  Alat Pemadam Kebakaran 6 0 0
60 Jumlah  Serial Scanner/printer 1 0 0
61 Jumlah  Uninterupted Power Supply (ups) 2 0 0
62 Jumlah  Barcode Reader 1 0 0
63 Jumlah  Layar Proyektor 1 0 0
64 Jumlah  Stavol 3 0 0
65 Jumlah  Komputer Jaringan Lainnya 2 0 0
66 Jumlah  P.c Unit 11 2 1
67 Jumlah  Note Book 17 2 0
68 Jumlah  Printer (peralatan Personal Komputer) 24 0 0
69 Jumlah  Scanner (peralatan Personal Komputer) 5 2 0
70 Jumlah  Server 3 0 0
71 Jumlah  Router 1 0 0
72 Jumlah  Hub 1 0 0
73 Jumlah  Rak Server 1 0 0
74 Jumlah  Air Conditioning (ac) 2 0 1
75 Jumlah  Alat Tenis Meja 0 1 0
76 Jumlah  Bangunan Gedung Kantor Permanen 2 0 0
77 Jumlah Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen 1 0 0
78 Jumlah  Gedung Garasi/pool Semi Permanen 1 3 0
79 Jumlah  Bangunan Tempat Sidang/zitting Plaat 1 1 0
80 Jumlah  Rumah Negara Golongan Ii Tipe C Permanen 0 7 0
81 Jumlah  Rumah Negara Golongan Ii Tipe D Permanen 0 1 0
82 Jumlah  Rumah Negara Golongan Ii Tipe E Permanen 0 1 0
83 Jumlah  Pagar Permanen 2 0 0
84 Jumlah  Monografi 27 0 0
85 Jumlah  Software Komputer 3 0 0

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

NO SARANA/PRASARANA JUMLAH KETERANGAN

I Gedung

1. Ruang Ketua 1

2. Ruang Wakil Ketua 1

3. Ruang Hakim 2

4. Ruang Panitera 1

5. Ruang Sekretaris 1

6. Ruang Sidang Umum 3
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7. Ruang Kepaniteraan 3

8. Ruang Kesekretariatan 3

9. Ruang Posbakum 1

8. Ruang Mediasi 1

9. Ruang Ibu Menyusui 1

10. Ruang Rapat 1

11 Ruang IT 1

12. Ruang Arsip 1

13. Ruang Tunggu Penasihat Hukum 1

14. Ruang Tunggu Jaksa 1

15. Ruang Tahanan 2

16. Ruang Tunggu Tahanan Anak 1

17. Ruang Perpustakaan 1

18. Dapur 1

19. Tempat Ibadah / Musholla 1

20. Toilet 8

21. Ruang Tamu Terbuka 1

II Fasilitas Perkantoran

1. Komputer PC 19 unit

2. Laptop 7 unit

3. Printer 10 unit

4. Scanner 2 unit

5. Fax 1 unit

6. AC (Air Conditioner) 13 unit

7. Genset 2 unit

8. CCTV 16 titik kamera

9 Lemari Kayu 34 buah

10. Meja kerja kayu 56 buah

11. Filing Cabinet Besi 3 buah

12 Rak Besi 14 buah

13 Brankas 2 buah

14 Papan Nama 27 buah

15 Kota Surat 60 buah

16 Teralis 1 buah

17 Kursi Besi/Metal 94 buah

18 Sice 6 buah

19 Kursi kayu 50 buah

20 Bangku Panjang Besi/ Metal 6 buah

21 Meja Rapat 1 buah

22 Meja computer 8 buah
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23 Televisi 2 buah

24 Hub 5 buah

25 Router 1 buah

26 Modem 1 buah

27 Sound system 1 buah

28 Finger Print 1 buah

29 Lambang Garuda 3 buah

PENGADILAN NEGERI TAIS

No Sarana/Prasarana Gedung Jumlah Keterangan

I Ruangan

1 Ruang Ketua 1 -
2 Ruang Wakil Ketua 1 -
3 Ruang Hakim 1 -
4 Ruang Panitera 1 -
5 Ruang Sekretaris 1 -
6 Ruang Kepaniteraan Perdata 1 -
7 Ruang Kepaniteraan Pidana 1 -
8 Ruang Kepaniteraan Hukum 1 -
9 Ruang Sub Bag Umum ,Keuangan dan 1 -

10 Ruang Sub Bag Kepegawaian, dan Ortala 1 -
11 Ruang Sub Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan 1 -
12 Ruang sidang 2 -
13 Ruang Sidang anak 1 -
14 Ruang Teleconference 1 -
15 Ruang PTSP 1 -
16 Ruang Pojok E-Court 1 -
17 Ruang Tunggu Atas 1 -
18 Ruang Tunggu Terbuka Bawah 1 -
19 Ruang Posbakum 1 -
20 Ruang Tunggu Jaksa 1 -
21 Ruang Tunggu Terbuka 1 -
22 Ruang Tamu Terbuka 1 -
23 Ruang Tahanan Dewasa Pria 1 -
24 Ruang Tahanan Dewasa wanita 1 -
25 Ruang Tahanan Anak Pria 1 -
26 Ruang Tahanan Anak Wanita 1 -
27 Ruang Perpustakaan 1 -
28 Ruang TAPM 1 -
29 Ruang Laktasi/Kesehatan 1 -
30 Ruang Aula Serbaguna 1 -
31 Ruang Bapas 1
32 Ruang Gudang 1
33 Rumah genset 1

Sarana/Prasarana Fasilitas Kantor

01 Mesin Ketik Manual 4
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02 Lemari Kayu 32
03 Rak Kayu 24
04 Filling Cabinet Besi 2 2 Rusak Ringan
05 Brandkas 2
06 Tabung Pemadan Api 4
07 CCTV 16
08 Papan Visual /Papan Nama 41
09 Mesin Absensi 1
10 Meja Kerja Kayu 45
11 Kursi Besi/Metal 108
12 Kursi Kayu 50
13 Sice 3
14 Meja Rapat 2
15 Meja Komputer 2
16 Meja Resepsionis 1
17 Partisi 2
18 Vacuum Cleaner 1
19 Mesin Pemotong Rumput 1
20 AC Split 24 3 rusak berat
21 Televisi 9
22 Sound System 1
23 Lambang Garuda Pancasila 2
24 Tiang Bendera 2
25 Lambang Isntansi 1
26 Karpet 2
27 Gordyn/Kray 1
28 UPS 5
29 Layar Film/Projector 1
30 Telephone (PABX) 24
31 Facsimile 1
32 Genset 1
33 Sprayer 1
34 UPS 5
35 Internet 1
36 PC Unit 13 10 Baik 3 Rusak berat
37 Kursi  zers 1
38 Laptop 9
39 Komputer Jaringan lain 1
40 Printer 18 13 Baik 9 rusak berat
41 Server 2
42 Router 1
43 Rak server 1

PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG

NO SARANA / PRASARANA JUMLAH KETERANGAN

1 2 3 4
I Gedung
1 Ruang Ketua 1 Buah
2 Ruang Wakil Ketua 1 Buah
3 Ruang Hakim 2 Buah
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NO SARANA / PRASARANA JUMLAH KETERANGAN

1 2 3 4
4 Ruang Panitera 1 Buah
5 Ruang Panitera Muda Pidana 1 Buah
6 Ruang Panitera Muda Perdata 1 Buah
7 Ruang Panitera Muda Hukum 1 Buah
8 Ruang Sekretaris 1 Buah
9 Ruang Umum dan Keuangan 1 Buah

10 Ruang Kepegawaian dan Ortala 1 Buah
11 Ruang Perencanaan, TI dan Pelaporan 1 Buah
12 Ruang Sidang 3 Buah
13 Ruang Mediasi dan Diversi 1 Buah
14 Ruang Kaukus 1 Buah
15 Ruang Penjara 2 Buah
16 Ruang Posbakum 1 Buah
17 Ruang Tunggu Anak 1 Buah
18 Ruang Perpustakaan 1 Buah
19 Ruang Server 1 Buah
20 Ruang Arsip 2 Buah
21 Ruang Toilet 10 Buah
22 Ruang Barang Bukti 1 Buah
23 Ruang Genset 1 Buah
24 Ruang Disabilitas 1 Buah
25 Ruang Tunggu Jaksa 1 Buah
26 Ruang Tunggu Mediasi 1 Buah
27 Ruang Tunggu Terbuka 1 Buah

II Fasilitas Perkantoran
1 Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci) 1 Unit
2 Lemari Kayu 32 Buah
3 Rak Kayu 8 Buah
4 Brankas 2 Buah
5 CCTV 16 Unit
6 Papan Visual/Papapn Nama 11 Buah
7 Mesin Absensi 2 Unit
8 LCD Projector/Infocus 1 Unit
9 Alat Kantor Lainnya 2 Buah

10 Meja Kerja Kayu 36 Buah
11 Kursi Besi/Metal 69 Buah
12 Kursi Kayu 23 Buah
13 Sice 6 Buah
14 Meja Rapat 1 Buah
15 Meja Resepsionis 2 Buah
16 Publik Astari 2 Buah
17 A.C. Split 15 Unit
18 Televisi 3 Unit
19 Sound System 2 Unit
20 Lambang Garuda Pancasila 5 Unit
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NO SARANA / PRASARANA JUMLAH KETERANGAN

1 2 3 4
21 Tiang Bendera 12 Buah
22 Lambang Instansi 1 Buah
23 Gordyn/Kray 1 Buah
24 Uninterruptible Power Supply (UPS) 4 Buah
25 Layar Film/Projector 2 Unit
26 Camera Digital 1 Unit
27 LCD Monitor 2 Unit
28 Faximile 1 Unit
29 Genset 1 Unit
30 Kursi Zeis 10 Buah
31 Stabilizer/UPS 2 Unit
32 Komputer Jaringan Lainnya 1 Unit
33 P.C Unit 26 Unit
34 Laptop 11 Unit
35 CPU (Peralatan Mini Komputer) 1 Unit
36 Peralatan Mini Komputer Lainnya 1 Unit
37 Monitor 1 Unit
38 Printer 13 Unit
39 Scanner 5 Unit
40 Peralatan PC lainnya 1 Unit
41 Server 2 Unit
42 Router 1 Unit
43 Hub 1 Unit
44 Rak Server 1 Unit
45 Peralatan Jaringan Lainnya 1 Unit
46 Peralatan Komputer Lainnya 1 Unit

PENGADILAN NEGERI TUBEI

No Sarana/Prasarana Gedung Jumlah Keterangan

I Ruangan

1 Ruang Ketua 1 -
2 Ruang Wakil Ketua 1 -

3 Ruang Hakim 1 -
4 Ruang Panitera 1 -
5 Ruang Sekretaris 1 -
6 Ruang Kepaniteraan Perdata 1 -
7 Ruang Kepaniteraan Pidana 1 -
8 Ruang Kepaniteraan Hukum 1 -
9 Ruang Sub Bag Umum dan Keuangan 1 -

10 Ruang Sub Bag Kepegawaian, dan Ortala 1 -
11 Ruang Sub Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan 1 -
12 Ruang Jurusita Pengganti 1 -
13 Ruang Sidang 2 -
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14 Ruang Sidang Anak 1 -
15 Ruang Arsip 1 -
16 Ruang Tunggu 1 -
17 Ruang Tunggu Terbuka 1 -
18 Ruang Posbakum 1 -
19 Ruang Tunggu Jaksa 1 -
20 Ruang Tunggu Terbuka 1 -
21 Ruang Tamu 2 -
22 Ruang Tahanan Dewasa Pria 1 -
23 Ruang Tahanan Dewasa wanita 1 -
24 Ruang Perpustakaan 1 -

II Sarana/prasarana Fasilitas Perkantoran

1 Komputer 10 -
2 laptop 12 -
3 infocus 1 -
4 Monitor Jadwal Sidang - -
5 Air Conditioner 5 -
6 faximile 1 -
7 Genset 1 -

PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO

No Sarana / Prasarana Gedung Jumlah Keterangan

I Sarana / Prasarana Gedung
Perkantoran

18

1. Ruang Ketua 1 Bangunan Kantor Masih Pinjam Pakai
gedung Bangunan Balai Benih
Holtikultura milik Pemerintah Kabupaten
Mukomuko

2. Ruang Wakil Ketua 1
3. Ruang Hakim 1
4. Ruang Panitera 1
5. Ruang Sekretaris 1
6. Ruang Panitera Muda 1
7. Ruang Kesekretariatan 1
8. Ruang PTSP 1
9. Ruang Tunggu Tamu 1

10. Toilet Ruang Wakil Ketua 1
11. Toilet Ruang Kepaniteraan 1
12. Toilet Ruang Kesekretariatan 1
13. Toilet Pengunjung 2
14. Ruang Sidang Biasa 1
15. Ruang Tahanan 1
16. Ruang Tunggu Pengunjung 2

II Sarana / Prasarana / Fasilitas
Perkantoran Jumlah

Kondisi

Ket.
Baik Rusak

Ringan
Rusak
Berat
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1. Lemari Kayu 10 10 0 0

2. Kendaraan Bermotor penumpang
lainnya 1 1 0 0

3. Kendaraan Bermotor Beroda dua
lainnya 2 2 0 0

4. Mesin Absensi 1 1 0 0

5. Meja Kerja Kayu 20 20 0 0

6. Sice 2 2 0 0

7. Kursi Fiber glas/Plastik 42 40 0 2

8. AC 6 6 0 0

9. Televisi 1 1 0 0

10 UPS 5 5 0 0

11. LCD Monitor 1 1 0 0

12. Change Over Switch 1 1 0 0

13. Komputer Jaringan Lainnya 1 1 0 0

14. PC 12 12 0 0

15. Laptop 5 5 0 0

16. Printer 4 4 0 0

17. Server 2 2 0 0

18 Router 10 10 0 0

19 Hub 2 2 0 0

20 Rak Server 1 1 0 0

21 Rackmount 1 1 0 0

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI
Dalam rangka mendukung administrasi perkara berbasis elektronik khususnya pelaksanaan

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan E-Court serta E-Office, dukungan Teknologi

Informasi mutlak dibutuhkan. Pembenahan dan peningkatan teknologi informasi merupakan

salah satu prioritas demi terwujudnya keterbukaan informasi, akuntabilitas, kredibilitas dan

transparansi serta menjadi Pengadilan yang modern dengan berbasis Teknologi Informasi

terpadu.

Teknologi Informasi mempunyai peran yang cukup signifikan dalam pelaksanaan Adminitrasi

di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu. Adapun beberapa sistem administrasi yang

yang memerlukan dukungan Teknologi informasi yang telah diterapkan di Wilayah Hukum

Pengadilan Tinggi Bengkulu antara lain :



61

1. Perangkat Keras

Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi

Bengkulu telah melaksanakan pengadaan perangkat keras berupa Server, Laptop, Komputer

PC, Printer, Scanner dan UPS untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkara.

2. Perangkat Lunak

Untuk mendukung administrasi perkara dan administrasi  kesekretariatan Pengadilan tinggi

Bengkulu dan Pengadilan Negeri dibawahnya telah menerapkan :

1. Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS)

Pengadilan Tinggi Bengkulu dan semua Pengadilan Negeri di wilayah Hukum Pengadilan

Tinggi Bengkulu telah menggunakan Aplikasi Komdanas.

2. Aplikasi SIKEP yang digunakan bagian kepegawaian dalam proses peremajaan data telah

diterapkan pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dan semua Pengadilan Negeri di wilayah

Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu.

3. Aplikasi SIMAK yang digunakan dalam pengelolaan aset-aset negara telah digunakan oleh

Pengadilan Tinggi Bengkulu dan semua Pengadilan Negeri di wilayah Hukum Pengadilan

Tinggi Bengkulu.

4. Bagian Keuangan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu juga telah menggunakan

berbagai aplikasi,diantaranya : SAIBA, SAS, GPP, E-Rekon dan MONEV SMART.

IMPLEMENTASI E-COURT DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri se wilayah Bengkulu telah melaksanakan

E-Court sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Secara garis besar, proses E-Court dimulai

pendaftararan perkara (e-filling), pembayaran elektronik (e-payment), pemanggilan (e-summons)

dan persidangan secara elektronik (e-litigation).

Dalam implementasinya pada tingkat banding, dilakukan verifikasi terhadap Pengguna

Terdaftar yaitu Advokat yang telah malakukan pendaftaran secara mandiri. Adapun implementasi

E-Court pada Pengadilan Negeri se wilayah Bengkulu adalah sebagai berikut:

No Satker Perkara Masuk Putus Sisa Perkara

1 Pengadilan Negeri Bengkulu 241 241 -

2 Pengadilan Negeri Curup 82 82 -

3 Pengadilan Negeri Manna 16 16 -

4 Pengadilan Negeri Arga makmur 15 13 2

5 Pengadilan Negeri Bintuhan 5 4 1

6 Pengadilan Negeri Tais 32 32 -

7 Pengadilan Negeri Kepahiang 21 21 -
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8 Pengadilan Negeri Tubei - - -

9 Pengadilan Negeri Mukomuko - - -

Kegiatan yang telah dilaksanakan, antara lain :

1. Sosialisasi E-Court dan E-Litigasi.

2. Menyediakan Pojok E-Court / E-Court Corner.

3. Melakukan pendampingan pendaftaran E-Court.

4. Monitoring dan evaluasi implementasi E-Court.

IMPLEMENTASI SIPP DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI BENGKULU
SIPP dari waktu ke waktu terus mengalami pembenahan serta peningkatan fasilitas.

Pengadilan Tinggi Bengkulu dan seluruh Pengadilan Negeri se wilayah Bengkulu telah menerapkan

SIPP, dimana data perkara pada SIPP Tingkat Banding dan SIPP Pengadilan Negeri saling terkoneksi

sehingga informasi perkara dapat diakses masyarakat cukup melalui SIPP Pengadilan Negeri, baik

itu proses pada tingkat pertama maupun banding. Disamping itu, putusan yang diupload ke SIPP

secara otomatis juga terupload ke Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

Secara rutin, database SIPP pada Pengadilan Negeri dilakukan sinkronisasi, baik ke

Mahkamah Agung maupun website masing-masing Pengadilan Negeri. Pada Pengadilan Tinggi

Bengkulu mengunakan SIPP versi 4.0.0, sedangkan pada Pengadilan Negeri menggunakan SIPP

versi 4.0.1.

Alamat SIPP Web pada Pengadilan Negeri se wilayah Bengkulu adalah sebagai berikut :

No Satker Alamat SIPP

1 Pengadilan Negeri Bengkulu sipp.pn-bengkulu.go.id

2 Pengadilan Negeri Curup sipp.pn-curup.go.id

3 Pengadilan Negeri Manna sipp.pn-manna.go.id

4 Pengadilan Negeri Argamakmur sipp.pn-argamakmur.go.id

5 Pengadilan Negeri Bintuhan sipp.pn-bintuhan.go.id

6 Pengadilan Negeri Tais sipp.pn-tais.go.id

7 Pengadilan Negeri Kepahiang sipp.pn-kepahiang.go.id

8 Pengadilan Negeri Tubei sipp.pn-tubei.go.id

9 Pengadilan Negeri Mukomuko sipp.pn-mukomuko.go.id
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BAB V
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

AKREDITASI PENJAMIN MUTU
Program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum yang diterapkan di

Pengadilan Tinggi Bengkulu merupakan bentuk pembinaan yang inovatif, terstruktur, sistematis

dan berkelanjutan. Program akreditasi mendorong optimalisasi sarana, prasarana dan sistem

manajemen untuk mewujudkan performa, kinerja dan pelayanan publik yang prima.

Pengadilan sebagai benteng terakhir penegak hukum harus terus menerus memperbaiki

sistem Pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik, salah satu wujud dari Badan peradilan

yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Memberikan pelayanan publik kepada masyarakat atau pencari keadilan merupakan salah

satu elemen dalam standar sertifikasi penjaminan mutu. Program ini terus dikelola agar proses

dan dampaknya dapat diarahkan pada hasil yang positif terutama dalam perbaikan sistem, kinerja,

pelayanan publik, kerjasama dan kepemimpinan.

Dasar Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu adalah Surat Direktur Jenderal Badan

Peradilan Umum Mahkamah Agung RI nomor 1639/DJU/SK/OT.01/9/2015, sesuai dengan standar

sertifikasi ISO 9001 : 2015.

Kebijakan Mutu Pengadilan Tinggi Bengkulu :

- Memberikan Pelayanan yang berkualitas bagi pencari keadilan dan masyarakat dengan tulus

dan ikhlas

- Memberikan kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan

- Melakukan peningkatan pelayanan dengan tepat waktu

- Memenuhi persyaratan dan peraturan yang terkait dengan kegiatan Pengadilan Tinggi

Bengkulu

- Meningkatkan profesionalisme aparat Pengadilan

- Menyediakan sarana dan prasarana yang nyaman dan memudahkan masyarakat pencari

keadilan

- Memahami permasalahan pencari keadilan dan memberikan solusi secara tepat

- Melakukan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap sistem Manajemen Mutu

dan pelaksanaannya.
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Untuk Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri wilayah Pengadilan Tinggi

Bengkulu juga sudah terakreditasi dengan mendapatkan nilai sebagaiberikut :

NO SATUAN KERJA AKREDITASI

1. PENGADILAN TINGGI BENGKULU A

2. PENGADILAN NEGERI BENGKULU B

3. PENGADILAN NEGERI CURUP A

4. PENGADILAN NEGERI ARGAMAKMUR A

5. PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG A

6. PENGADILAN NEGERI MANNA B

7. PENGADILAN NEGERI TAIS A

8. PENGADILAN NEGERI BINTUHAN A

9. PENGADILAN NEGERI TUBEI A

9. PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO B

Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu: 1) Kepemimpinan

(leadership); 2) Perencanaan Strategis (strategic planning); 3) Fokus Pelanggan (customer focus);

4) Sistem Dokumentasi (document system); 5) Manajemen Sumber Daya (resource management);

6) Manajemen Proses (process management); dan 7) Hasil Kinerja (performance results).

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
Pelayanan Publik di setiap Instansi terus ditingkatkan dan di permudah. Saat ini,

Pengadilan Tinggi Bengkulu dan jajaran Pengadilan di bawahnya senantiasa berupaya menata,

meningkatkan, dan menyederhanakan pelayanan publik dengan cara menerapkan sistem

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Melalui PTSP ini Pengadilan Tinggi Bengkulu telah

memberikan pelayanan prima dalam hal pelayanan publik yang proses pengelolaannya dimulai

dari tahap awal permohonan sampai akhir/ diterbitkannya sebuah dokumen dilakukan di dalam

satu tempat. Wujud keseriusan Pengadilan Tinggi Bengkulu dan jajaran Pengadilan di bawahnya

terhadap penerapan PTSP tersebut dilakukan dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal

Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri.

PTSP tersebut dilakukan dengan memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu

kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan

pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-
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prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan

aksesibilitas. Ruang lingkup PTSP di Pengadilan Tinggi Bengkulu ini meliputi seluruh pelayanan

administrasi yang menjadi lingkup kompetensi/kewenangannya sebagaimana diatur dalam

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang

Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Penerapan PTSP sendiri tidak lain memiliki tujuan untuk: 1) Mewujudkan proses

pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,

2) Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme. Selain itu,

aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang

prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang

diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang mencari keadilan

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pada Tahun 2020 Pengadilan Tinggi Bengkulu mendapatkan penghargaan sebagai Finalis

Favorit Kategori Pengadilan Tinggi pada Lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang

diselenggarakan oleh Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
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INOVASI PELAYANAN PUBLIK
Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik sebagaimana di amanatkan dalam cetak

biru (blue print) Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Bengkulu dan Pengadilan Negeri

Kepahiang membuat aplikasi untuk menampilkan informasi tilang melalui aplikasi Informasi tilang

di Website Pengadilan Negeri tersebut.

Pengadilan Negeri Curup telah menyediakan layanan berbasis tekhnologi dengan

menggunakan aplikasi Whatsapp yang bersifat inovatif antara lain :

1. Whatsapp Pengaduan Anti-Gratifikasi.

Layanan ini merupakan layanan yang dapat mendukung mewujudkan Pengadilan Negeri

Curup untuk berperilaku bersih dalam menjalankan tugas dengan cara melaporkan jika ada

peminta gratifikasi dalam bentuk apapun ketika menggunakan layanan peradilan di

Pengadilan Negeri Curup, baik yang dilakukan Hakim, Panitera, Panitera Pengganti maupun

Jurusita dan/atau seluruh warga Pengadilan Negeri Curup melalui handphone android/IOS

ke nomor yang sudah ditetapkan.

2. Whatsapp Informasi Denda e-Tilang.

Layanan ini merupakan layanan informasi yang dapat mempermudah dalam memberikan

layanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan khusunya para pelanggar tilang, sehingga

tidak perlu lagi mendatangi papan informasi dikantor Pengadilan Negeri Curup untuk melihat

besaran denda tilang yang sudah diputusi oleh Hakim tilang Pengadilan Negeri Curup.

Pengadilan Negeri Manna telah menyediakan layanan berbasis tekhnologi dengan

menggunakan aplikasi Whatsapp yang bersifat inovatif antara lain :1. Whatsapp dan Telegram Pengaduan Anti-Gratifikasi.

Layanan ini merupakan layanan yang dapat mendukung mewujudkan Pengadilan Negeri

Manna  untuk berperilaku bersih dalam menjalankan tugas dengan cara melaporkan jika ada

peminta gratifikasi dalam bentuk apapun ketika menggunakan layanan peradilan di

Pengadilan Negeri Manna , baik yang dilakukan Hakim, Panitera, Panitera Pengganti maupun

Jurusita dan/atau seluruh warga Pengadilan Negeri Manna  melalui handphone android/IOS

ke nomor yang sudah ditetapkan.2. Whatsapp dan telegram Informasi Denda e-Tilang.

Layanan ini merupakan layanan informasi yang dapat mempermudah dalam memberikan

layanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan khusunya para pelanggar tilang, sehingga

tidak perlu lagi mendatangi papan informasi dikantor Pengadilan Negeri Manna  untuk
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melihat besaran denda tilang yang sudah diputusi oleh Hakim tilang Pengadilan Negeri

Manna .

Pengadilan Negeri Bintuhan demi Peningkatan Pelayanan yang prima bagi para pencari

keadilan pada tahun 2020 telah memiliki:

Fasilitas Khusus Difable bagi pencari keadilan yang difable.

Mesin antrian bagi para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Bintuha`n.

Tersedianya layananan Live Chat pada Web Pengadilan Negeri Bintuhan, untuk

mengakomodir para pencari keadilan yang belum bisa datang langsung ke Pengadilan Negeri

Bintuhan.

Tersedianya layanan e-Tilang pada Web Pengadilan Negeri Bintuhan, untuk mengakomodir

para pencari keadilan yang belum bisa datang langsung ke Pengadilan Negeri Bintuhan.

Pengadilan Negeri Mukomuko telah menyediakan layanan berbasis tekhnologi yang

bersifat inovatif antara lain :

 APLIKASI SEKRETALK

Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder Pengadilan Negeri

Mukomuko dalam memperoleh informasi laporan-laporan (administrasi teknis dan non teknis,

APM, ZI) secara online terintegrasi dengan website menggunakan Whatsapp Messenger (WA).

 APLIKASI SIPADU-GESITD

Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder eksternal khususnya

bagian Kepaniteraan Pidana pada Pengadilan Negeri Mukomuko dalam pengajuan

permohonan ijin Penyitaan, Penggeledahan, Ijin Besuk, Perpanjang Penahanan dan

Permohonan Diversi secara online terintegrasi dengan website resmi PN Mukomuko

https://www.pn-mukomuko.go.id/ .

PUBLIKASI PERKARA (ONE DAY PUBLISH)
One Day Publish dapat diartikan sebagai sejak perkara diputus maka satu hari (1 x 24 jam)

putusan tersebut ditayangkan / dipublish pada website. Hal tersebut merupakan prinsip

layanan keterbukaan informasi perkara pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan

dibawahnya. Dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, masyarakat

pencari keadilan dapat mengakses informasi perkara melalui internet dari mana saja dan kapan

saja sesuai dengan SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011.
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Masyarakat pencari keadilan dapat mengakses informasi perkara pada Pengadilan Tinggi

Bengkulu maupun Pengadilan Negeri se Bengkulu, melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung

RI, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri.

1. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Merupakan portal yang menampilkan putusan pada Mahkamah Agung RI dan 4 (Empat)

Lingkungan Peradilan dibawahnya. Masyarakat dapat mengunduh putusan Pengadilan Tinggi

dan Pengadilan Negeri se Wilayah Bengkulu dalam Direktori Putusan melalui :

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/
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BAB VI
PENGAWASAN

A. INTERNAL
1. PENGAWASAN BIDANG

Hakim Tinggi Pengawas Bidang telah melaksanakan pengawasan ke masing-masing bidang dan

telah membuat laporan hasil pengawasan dimaksud secara rutin setiap bulan. Hasil

pengawasan telah dilaporkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku

koordinator pengawasan paling lambat tanggal 7 setiap bulannya. Sebagai dasar pelaksanaan

pengawasan bidang, pada tahun 2019 Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu telah mengeluarkan

Surat Keputusan Penunjukkan Hakim Pengawas, antara lain :

a. Nomor : W8-U/1668/KP.04.6/7/2020 tanggal 28 Juli 2020 Perihal SK Penunjukan Hakim

Tinggi Pengawas Bidang Pada Pengadilan Tinggi Bengkulu.

b. Nomor : W8-U/1243/KP.04.6/6/2020 tanggal 02 Juni 2020 Perihal SK Penunjukan Hakim

Tinggi Pengawas Daerah Pada Pengadilan Tinggi Bengkulu.

2. PENGAWASAN REGULER

Pengadilan Tingkat Banding selaku Voorpost Mahkamah Agung RI harus dapat memastikan

implementasi fungsi pengawasan dan pembinaan sebagai atasan langsung terhadap

bawahannya sebagaimana termuat dalam Paket Kebijakan tentang Pengawasan dan

Pembinaan dalam PERMA Nomor 7,8 dan 9 tahun 2016. Pada tahun 2020, Pembinaan Ketua

Pengadilan Tinggi Bengkulu ke Pengadilan Tingkat Pertama telah dilaksanakan. Selain itu

Pemeriksaan dan Pengawasan ke Pengadilan Tingkat Pertama juga telah dilaksanakan Tim

Pengawas dan Pemeriksa Pengadilan Tinggi Bengkulu sesuai dengan Surat Keputusan Ketua

Pengadilan Tinggi Bengkulu tentang Penunjukkan Tim Pengawas dan Pemeriksa terhadap

jalannya Peradilan pada Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi

Bengkulu.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: W8-

U/1243/KP.04.6/6/2020 tanggal 02 Juni 2020 telah ditunjuk Hakim Tinggi Pengawas Daerah

yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya Peradilan di tingkat

Pengadilan Negeri dan menjaga Peradilan dilaksanakan dengan seksama dan sewajarnya.
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NO NAMA JABATAN DAERAH PENGAWASAN

1. Dr. Hj. Nirwana, S.H., M.Hum. Wakil Ketua Koordinator Pengawas

2. Eni Indriyartini, S.H., M.H.
Dr. Baslin Sinaga, S.H., M.H.
Sophar Sitorus, S.H.
Sudirman Sitepu, S.H.

Hakim Tinggi
Hakim Tinggi
Hakim Ad Hoc
Hakim Ad Hoc

PN Bengkulu

3. Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum.
Sukmayanti, S.H., M.H.
Bahtra Yenni Warita, S.H., M.Hum

Hakim Tinggi
Hakim Tinggi
Hakim Tinggi

PN Curup

4. Poltak Manahan Silalahi, S.H., M.H
Loise Betti Silitonga, S.H., M.H
Wiwik Suhartono, S.H., M.H

Hakim Tinggi
Hakim Tinggi
Hakim Tinggi

PN Manna

5. Ratna Mintarsih, S.H., M.H
Lince Anna Purba, S.H., M.H
Effendi Mukhtar, S.H., M.H.

Hakim Tinggi
Hakim Tinggi
Hakim Tinggi

PN Arga Makmur

6. M. Jalili Sairin S.H., M.H.
Winarto, S.H.
Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H

Hakim Tinggi
Hakim Tinggi
Hakim Tinggi

PN Tais

7. Arini, S.H
Serliwaty, S.H., M.H.

Hakim Tinggi
Hakim Tinggi

PN Kepahiang

8. Marlianis, S.H., M.H.
Marulak Purba, S.H., M.H

Hakim Tinggi
Hakim Tinggi

PN Bintuhan

9. Lidya Sasando Parapat, S.H. M.H.
Tursinah Aftianti, S.H., M.H

Hakim Tinggi
Hakim Tinggi

PN  Tubei

10 Ida Marion, S.H., M.H
Dahmiwirda D, S.H., M.H

Hakim Tinggi
Hakim Tinggi

PN Mukomuko

B. EVALUASI
Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri se- Wilayah Hukum Bengkulu mengadakan

rapat berjenjang untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi tiap bagian agar semua tugas dan

fungsi masing-masing bagian berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi yang sama.

Rapat berjenjang dimulai dari :

1. Rapat tiap panmud/subbagian;

2. Rapat tiap panmud/subbagian bersama hakim pengawas bidang;

3. Rapat kepaniteraan/kesekretariatan;

4. Rapat bulanan yang dihadiri oleh seluruh pegawai.

Rapat berjenjang ini masing-masing dilaksanakan minimal 1 (satu) bulan sekali. Rapat berjenjang

merupakan merupakan bagian dalam sistem akreditasi penjaminan mutu yang mensyaratkan

untuk setiap Satker Pada Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya untuk melaksanakan

sistem tersebut, yang nantinya hasil rapat berjejang tersebut akan dibawa kedalam rapat rutin

bulanan/briefing. Rapat rutin bulanan/briefing membahas berbagai persoalan dan mengevaluasi

hasil temuan dari Hakim Pengawas Bidang, permasalahan di tingkat kepaniteraan/

kesekretariatan, dan lain-lain. Diharapkan Rapat ini bisa menjadi tolak ukur dalam menghadapi
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rapat bulanan yang akan dilaksanakan pada bulan ini juga. Terhadap hasil evaluasi tersebut,

kemudian dilakukan perbaikan secara komprehensif dan menyeluruh oleh masing-masing bidang.

Untuk temuan-temuan atau ketidaksesuaian dari hasil pengawasan regular oleh Tim Pengawas

dan Pemeriksa Pengadilan Tinggi Bengkulu, sudah ditindaklanjuti oleh Pengadilan Tingkat

Pertama dan dilakukan evaluasi oleh Tim Pengawas dan Pemeriksa Pengadilan Tinggi Bengkulu.
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BAB VII
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Dari uraian Laporan Tahunan 2020 sebagaimana disampaikan di depan dapat

memberikan gambaran secara umum tentang keadaan dari Pengadilan Tinggi Bengkulu

beserta Pengadilan Negeri se- Wilayah Bengkulu, antara lain:

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri

di bawahnya telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Standar Operasional

Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

2. Percepatan penyelesaian perkara baik di tingkat banding maupun tingkat pertama telah

dilaksanakan secara maksimal meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis.

3. Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik telah diupayakan secara baik didukung

dengan inovasi-inovasi pelayanan publik yang telah dikembangkan dan diterapkan pada

Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri se- Wilayah Bengkulu. Pada masing-

masing pengadilan sudah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

4. Pembinaan dan pengawasan internal pada masing-masing satuan kerja Pengadilan

Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri se wilayah Bengkulu telah ditunjuk dan di SK-kan

Hakim Pengawas Bidang serta telah dijalankan dengan baik dan terus menerus

dikembangkan sehingga lebih efektif dan obyektif.

5. Pengadilan Tinggi Bengkulu telah melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring

dan surveilan ke Pengadilan Negeri di bawahnya.

6. Pelaksanaan anggaran dan administrasi telah dilaksanakan dengan baik dan tertib sesuai

dengan besarnya anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA satuan kerja masing-

masing serta telah dilakukan evaluasi secara berkala sehingga prosentase realisasi setiap

tahun meningkat.

7. Kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan serta menunjang

kompetensi sumber daya manusia bagi hakim dan pegawai masih sangat diperlukan. Hal

ini untuk meningkatkan kinerja serta pelayanan bagi masyarakat dimana diperlukan

tenaga kerja yang profesional.
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8. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan pimpinan maupun tuntutan publik

dibutuhkan peningkatan sarana dan prasarana yang saat ini masih kurang dalam

spesifikasinya.

9. Dalam rangka mendukung program-program Mahkamah Agung RI yang berjalan dan

guna meningkatkan fungsi pelayanan, masing-masing pengadilan menjalin kerjasama

dengan stakeholder sesuai bidang masing-masing.

B. REKOMENDASI
1. Perlu adanya penambahan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana pada

Pengadilan Tinggi Bengkulu.

2. Pengadilan Tinggi Bengkulu membutuhkan anggaran pembangunan ulang gedung

karena kebutuhan ruangan yang semakin banyak dan masih menggunakan spesifikasi

gedung lama.

3. Peningkatan kualitas SDM perlu diadakan pendidikan dan pelatihan secara berkala.

4. Perlu penambahan tenaga pegawai, baik untuk menggantikan pegawai yang memasuki

masa pensiun, maupun untuk pekerjaan yang memerlukan teknis tertentu, antara lain:

pranata komputer, arsiparis dan pustakawan.

5. Perlu adanya Reward dan Punishment terhadap ketaatan dan ketepatan waktu dalam

penyampaian laporan.



TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN TAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2O2O PENGADITAN TINGGI BENGKULU

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADITAN TINGGI BENGKUTU

NoMoR : W8-U/"?41 lKP.n.orlxltlzozo

KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU

1. Bahwa untuk efektifnya pelaksanaan penyusunan Laporan
Pelaksanaan kegiatan yang akurat, lengkap dan tepat sasaran maka
dipandanB perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan
Kegiatan Tahun 2021 pada Pengadilan Tinggi Bengkulu;

2. Bahwa mereka yang nama-namanya tersebut dalam keputusan ini
dipandang cakap dan mampu untuk menyusun laporan tersebut.

Men imbang

Mengingat

Menetapkan

Pertama

1. Undang-undang Nomor 3 tahun
atas Undang-undang Nomor 14

Agung RI;

UndanS-undang Nomor 49 tahun
atas Undang-undang Nomor 2
Umum;

2009 tentang Perubahan kedua
tahun 1985 tentang IMahkamah

2009 tentang perubahan kedua
tahun 1986 tentang Peradilan

2.

3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor
743/KMA/SKN|!U2OOT tentang lVemberlakukan Buku I pada
Bagian ketiga {Prosedur Penyampaian Laporan pelaksanaan

Keeiatan)

4. Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor
793OA{SEK/OI/0L71/202O ranggal 27 November 2O2O tentang
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020

MEMUTUSKAN

Membentuk Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020
pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang susunan keanggotaannya seperti
termual dalam daftar lampiran keputusan inij



Kedua

Ketiga

Keempat

Tugas Tim Penyusun adalah mengumpulkan data-data yang dibutuhkan
dalam menyusun dan membuat Laporan Tahunan Tahun 2020 dengan
berpedoman pada outlrre dari Mahkamah Agung Rl;

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

: Apabila dikemudian hariterdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 29 Desember 2020

u, l/

KARTIKA EM

tP.195811101984031005

rKetua Pengadilan Tinggi 8e

. .,4, ,, 0 ).
al5;): 'ff/:\



Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu
I w8 ul44t lKP.lt.ollxtl l2o2o
: 29 Des€mber2020langal

DAFTAR TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN I(EGIATAN TAHUN 2O2O

PENGADILAN TINGGI BENGKULU

No NAMA JABATAN XEANGGOTAAN

1. Dr- Hj. NtRWANA, SH.,M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Ketua
2. W]WIK SU HARTONO, SH,, I\,'I H Hakim Tinegi
3. RATNA MINTARSIH, S,H,, I\4,H. Hakim Tinsfli Angsota
4. HJ. MAHTUM SAADiAH, 5H,,IV]H Ansgota
5. ENDRI NOVIAN, S.E. Sekretaris Sekretaris
6. UMI KALSUM, S.Sos. Kepala Bagian Umum dan Keuanqan ,Ansgota
1. YURNI HENDARWATI, S.Pd. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Anggota
8. RIZWAN MANADI,5,H. Panitera Muda Perdata AnEeota
g. IAMALUDIN, S.H, Panitera Muda Pidana Anggota
10. TURUAN,5,H, Panitera Muda Hukum Anggota
11 AIIDIN,5.H. Panitera Muda (husus TipiLor Anggota
12. M. ALI EL. FAHMI, S,T, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan lT Angqota
13. RINAASTUTI, S.E. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan Anggota
14. LINDA NORA,5.Kom. Kasubbag Tata [Jsaha dan Rumah Tangga Anssota
15. FID YAH SISTONA, S.E, Kasubbag Rencana Program dan Anggaran Anegota
16. YUDA AGU5T4 5.H., M.H. Staf Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran Anpgota
17 ENDANG WIIAYA StafSub Bagian Rencana Program dan Anggaran ota

Ditetapkan di
Pada tanggal

Bengkulu

29 Desember 2020

NiP.195811101984031005

Ketua PenBadilan Tinggi Bengkulu


